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ABSTRAK 

Penghindaran pajak ialah upaya pengurangan pajak secara legal yang tidak 

melanggar peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak dengan 

memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan. Di sisi lain hal akan memberikan 

dampak yang negatif terhadap penerimaan pajak negara, yang digunakan sebagai 

pembangunan nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan 

menganalisa bagaimana pengaruh karakteristik, tata kelola, dan transparansi pajak 

perbankan syariah sampel dengan praktik penghindaran pajak. Peneliti memilih 

bank syariah sebagai sampel, karena perusahaan ini memiliki aturan khusus, yaitu 

prinsip syariah yang harus dipatuhi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data time series dari masing-masing variabel dari tahun 2014-2020. 

Pada penelitian ini analisis konten digunakan untuk menganalisis transparansi 

pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, ukuran 

perusahaan leverage, dan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap 

penghindaran pajak. Sedangkan dewan direksi dan transparansi pajak berpengaruh 

positif terhadapp penghindaran pajak. Pada penelitian ini komisaris independent 

terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. 

Kata Kunci: Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Komisaris Independen, 

Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Penghindaran Pajak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pajak merupakan penyokong utama pendapatan negara. Pembangunan 

nasional yang dicanangkan pemerintah sebagai manifestasi peningkatan 

kesejahteraan rakyat membutuhkan sumber pendanaan yang besar, salah 

satunya dari penerimaan pajak. Pengertian pajak menurut Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. 

Jumlah yang diterima negara dari pendapatan pajak erat hubungannya 

dengan kepatuhan dari wajib pajak. Cita & Supadmi (2019) menyatakan 

bahwa pajak menjadi perhatian khusus bagi perusahaan. Hal tersebut 

dikarenakan bagi perusahaan, pajak dianggap dapat mengurangi jumlah 

laba bersih yang akan diterima perusahaan, sehingga perusahaan 

melakukan berbagai upaya untuk menekan beban pajak yang harus 

dibayarkan menajdi serendah mungkin. 

Fenomena penghindaran pajak dapat dikaitkan dengan rasio pajak. 

Manurut Sari & Sornoprawiro (2020) penghindaran pajak ialah 

perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap Produk Domestik 

Bruto (PDB). PDB adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh 

perekonomian suatu negara, dikurangi nilai barang dan jasa yang 
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digunakan dalam produksi. Angka rasio pajak menjadi salah satu indikator 

yang digunakan untuk menilai kinerja penerimaan pajak. Saat ini rasio 

pajak di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan rasio 

pajak di negara-negara maju. Kementrian Keuangan mencatat penerimaan 

perpajakan di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara 

lain termasuk di ASEAN. Hal ini terlihat dari tax ratio Indonesia. Tahun 

2020, tax ratio Indonesia sebesar 8,33% dan tahun 2021 sebesar 9,11%. 

Munculnya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah 

dan rasio pajak rata-rata yang belum mencapai target tersebut dapat 

mencerminkan adanya aktivitas penghindaran pajak yang cukup besar (J. 

H. Kovermann, 2018). Banyak wajib pajak yang berasumsi jika pajak 

merupakan beban, sehingga kebanyakan wajib pajak memiliki tendensi 

untuk menghindari pajak (tax avoidance) ataupun tidak membayar pajak 

jika terdapat kesempatan (Purba, 2019).  

Penghindaran pajak merupakan salah satu bentuk pengelolaan pajak 

yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan secara legal. Dengan kegiatan 

perencanaan pajak, tindakan terstruktur dengan tujuan beban pajak 

menjadi serendah mungkin dengan memanfaatkan aturan yang ada untuk 

meningkatkan laba setelah pajak yang berdampak pada peningkatan nilai 

perusahaan (Ichsani & Susanti, 2019). Penghindaran pajak dikatakan 

sebagai masalah yang kompleks dan unik karena di satu sisi 

diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan karena dapat mengurangi 

penerimaan pajak. (Ernawati et al., 2019) 
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Perbankan syariah sebagai salah satu motor ekonomi syariah yang 

diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan 

berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Menurut data 

dari Otoritas Jasa Keuangan, pada awal tahun 2023 terdapat 13 Bank 

Syariah di Indonesia, dengan jumlah aset sebesar 520.885 milyar rupiah. 

Sedangkan data terakhir yang diterbitkan pada November 2023 terdapat 13 

Bank Syariah, dengan total nilai aset sebesar 553.296 milyar rupiah. 

Perkembangan bank syariah di Indonesia diharapkan sejalan dengan 

pengoptimalan penerimaan pajak yang bersumber dari perbankan syariah, 

meskipun perkembangan bank syariah masih di bawah bank konvensional.  

Komite Nasional Keuangan Syariah di tahun 2019 dalam kajiannya, 

―Pengaturan Perpajakan dalam Perbankan Syariah‖, menyatakan bahwa 

pertumbuhan bank syariah terhambat, sehingga tertinggal dari bank 

konvensional. Salah satu yang disinyalir menghambat pertumbuhan 

tersebut berasal dari belum jelasnya perlakuan pajak terhadap setiap aspek 

yang terdapat dalam perbankan syariah. Sebagian besar keberadaan aturan 

pajak yang ada saat ini pada umumnya mengacu pada produk dan transaksi 

yang dimiliki oleh perbankan konvensional. Akibatnya, pelaku perbankan 

syariah tidak memiliki kejelasan yang setara dengan pelaku perbankan 

konvensional.  

Menghadapi tantangan tersebut, bank syariah di Indonesia rentan 

dengan adanya penghindaran pajak (tax avoidance). Pada penelitian 

sebelumnya, timbulnya perilaku penghindaran pajak dikaitkan dengan 

beberapa faktor, diantaranya profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, 
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Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Dewan Direksi, dan 

Transparansi Pajak. 

Profitabilitas menginformasikan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan selama periode tertentu pada tingkat penjualan, 

aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas yang diproksikan dengan 

Return On Assets (ROA) merupakan salah satu indikator yang 

mencerminkan kinerja keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA 

yang dapat dicapai perusahaan maka kinerja keuangan perusahaan dapat 

dikategorikan baik. Perusahaan yang untung diasumsikan tidak melakukan 

penghindaran pajak karena mampu menyesuaikan pendapatan dan 

pembayaran pajaknya (Ernawati et al., 2019). Pada penelitian tersebut 

tidak ditemukan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak. Cahyono et al., (2016) menemukan pula bahwa ROA 

tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Temuan tersebut tidak 

sejalan dengan temuan Kurniasih & Ratna Sari (2013), Sulastri et al. 

(2022), menemukan bukti bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan 

ROA berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil temuan 

Sari & Sornoprawiro (2020) , Taufik (2022), menjelaskan bahwa ROA 

berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, 

penghindaran pajak perusahaan di antara perusahaan multinasional di 

Malaysia dengan melakukan pemeriksaan Effective Tax Rates (ETR) 

menunjukkan bahwa profitabilitas merupakan faktor signifikan yang 

mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan (Kasim & Saad, 2019).  

Profitabilitas perusahaan yang ditunjukkan dengan Return on Net 



5 

 

 

 

Operating Assets (RNOA) berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

(Sunarto et al., 2021) 

Hasil penelitian sebelumnya mengenai ukuran perusahaan dan 

penghindaran pajak masih ditemukan perbedaan.  Hasil penelitian 

Cahyono et al., (2016), Ernawati et al., (2019) tidak menemukan bukti 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil 

temuan tersebut tidak mendukung temuan penelitian sebelumnya oleh  

Kurniasih & Ratna Sari (2013) yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.  

Penelitian terdahulu mendapati bahwa leverage berpengaruh signifikan 

terhadap penghindaran pajak, dan ada pula yang menyatakan temuan 

bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.  Leverage 

berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan 

bahwa perusahaan yang terhutang melakukan penghindaran pajak, 

(Ernawati et al., 2019). Hasil penelitian (Ichsani & Susanti, 2019) dan 

(Pangaribuan et al., 2019) menemukan bukti bahwa leverage berpengaruh 

negatif terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya penelitian tidak 

mendukung temuan penelitian dari Cahyono et al., (2016)  bahwa leverage 

tidak memberikan pengaruh terhadap adanya penghindaran pajak. 

Komisaris memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan dan 

memberikan masukan kepada direktur perseroan, di Indonesia komisaris 

ditunjuk oleh RUPS (Sari & Sornoprawiro, 2020). Komisaris merupakan 

tingkatan tertinggi dalam struktur manajemen, setelah pemegang saham. 

Dewan Komisaris berperan sentral dalam tata kelola sebuah perusahaan, 
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karena perusahaan memiliki tanggung jawab hukum untuk fokus pada 

urusan perusahaan seperti menetapkan tujuan, mengembangkan kebijakan 

yang komprehensif, dan memilih personil tingkat atas untuk melaksanakan 

tujuan dan kebijakan. (Arinta, 2018). 

Cita & Supadmi (2019) menyatakan bahwa semakin tinggi proporsi 

komisaris independen, maka praktik penghindaran pajak akan meningkat. 

Hal tersebut dapat diartikan semakin tinggi jumlah komisaris independen, 

maka semakin besar tekanan untuk bertanggung jawab pada pemenuhan 

kewajiban perpajakan, sehingga tidak menutup kemungkinan perusahaan 

akan merasa terbebani atas tanggung jawab pajaknya. Kondisi tersebut 

menyebabkan potensi untuk melakukan penghindaran pajak semakin besar 

untuk dilakukan. Jika dikaitkan dengan teori agensi yaitu munculnya 

masalah keagenan yang berupa konflik kepentingan (conflict of interest), 

dimana keinginan dari agen yang berbeda dengan apa yang diinginkan 

oleh prinsipal akan memunculkan konflik kepentingan diantara keduanya. 

Salah satu karakteristik bank syariah adalah adanya Dewan Pengawas 

Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS 

adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi 

serta mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. 

Jika DPS mempunyai jumlah anggota yang lebih banyak, tanggung jawab 

dan fungsinya akan ditingkatkan karena diduga bahwa mereka akan 

memiliki lebih banyak pengalaman, pengetahuan fiqh dan keahlian, yang 

akan mengarah pada interpretasi kepatuhan syariah yang lebih baik 

(Muhammad et al., 2021), serta mencegah transaksi yang tidak pantas atau 
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bertentangan dengan hubungan vertikal (dengan Tuhan) dan horizontal 

(masyarakat). Secara empiris dikemukakan bahwa ukuran dewan 

pengawas syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penghindaran pajak. (Cita & Supadmi, 2019). 

Dewan direksi merupakan pimpinan yang memiliki wewenang dan 

tanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan, mempunyai tugas untuk 

menetapkan arah strategis, menetapkan kebijakan operasional dan 

bertanggung jawab memastikan tingkat kesehatan manajemen perusahaan. 

Semakin banyak anggota dewan direksi, akan semakin jelas pembagian 

tugas dari masing-masing anggota, yang tentunya akan berdampak positif 

bagi perusahaan (Intia & Azizah, 2021).  Selain itu, peran komposisi 

direksi perusahaan dalam penghindaran pajak sangat penting, karena 

hubungan ini bisa bersifat negatif atau positif. Komposisi direksi 

perusahaan semuanya berpengaruh signifikan dan negatif terhadap 

penghindaran pajak (Hidayat & Zuhroh, 2023). Diungkapkan dalam 

penelitian Lestari & Ovami (2020) bahwa dewan direksi memiliki 

pengaruh terhdap praktik penghindaran pajak perusahaan, dimana semakin 

banyak anggota dalam dewan direksi, tingkat kompetisi yang terjadi antar 

direksi akan meningkat, sehingga diharapkan tata kelola perusahaan akan 

menjadi lebih baik. 

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /PBI/2009 Tentang 

Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan 

Unit Usaha Syariah, Pelaksanaan Good Corporate Governance pada 

industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar, 
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yang salah satunya adalah transparansi (transparency), yaitu keterbukaan 

dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta 

keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bagaimana dengan 

transparansi Pajak? Oats & Tuck, (2019) menemukan banyak 

kesalahpahaman tentang manfaat transparansi dalam pengaturan 

transparansi pajak. Hal tersebut terjadi dengan tidak mempertimbangkan 

batas-batas inisiatif transparansi, terdapat risiko konsekuensi 

disfungsional, misalnya biaya tambahan dalam menyediakan dan 

memproses informasi tambahan, kemungkinan meningkatnya perselisihan 

karena informasi baru menimbulkan salah tafsir baru dan ketidakpastian 

dalam menentukan posisi pajak final. Ada risiko pengungkapan yang lebih 

besar tidak akan secara efektif mengatasi kekhawatiran tentang 

penghindaran pajak perusahaan. 

Atas dasar masih adanya ketidaksesuaian hasil penelitian terdahulu 

mengenai faktor yang menyebabkan timbulnya penghindaran pajak, maka 

penelitian ini bertujuan untuk memberikan menganalisis lebih lanjut 

faktor-faktor tersebut, dengan menyajikan faktor dari segi kinerja 

keuangan dan dari segi tata kelola perusahaan, serta transparansi pajak. 

Hal ini juga didukung oleh J. Kovermann & Velte (2019), bahwa 

investigasi faktor-faktor penentu penghindaran pajak perusahaan 

memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan 

mempertimbangkan lembaga tata kelola perusahaan dan semua pemangku 

kepentingan yang relevan dengan perusahaan.  Meningkatnya asset dan 

kemajuan perbankan syariah di Indonesia, maka peneliti memusatkan 
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penelitian pada perusahaan perbankan syariah, dengan tujuan memberikan 

gambaran mengenai penghindaran pajak, yang selanjutnya dapat dijadikan 

bahan pertimbangan, evaluasi serta refensi akademisi. Oleh karena itu 

penelitian ini berjudul ―Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Tata Kelola 

dan Transparansi Pajak Terhadap Penghindaran Pajak Pada Bank Syariah 

Tahun 2014-2020.‖ 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah pada uraian diatas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah :  

1. Adakah pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada 

bank syariah di Indonesia? 

2. Adakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak 

pada bank syariah di Indonesia? 

3. Adakah pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak pada bank 

syariah di Indonesia? 

4. Adakah pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran 

pajak pada bank syariah di indonesia? 

5. adakah pengaruh dewan pengawas syariah terhadap penghindaran 

pajak pada bank syariah di Indonesia? 

6. Adakah pengaruh dewan direksi terhadap penghindaran pajak pada 

bank syariah di Indonesia? 

7. Adakah pengaruh transparansi pajak terhadap penghindaran pajak 

pada bank syariah di Indonesia? 

1.3 Tujuan Penelitian 
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Berlandaskan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka 

penelitian ini memiliki tujuan untuk :  

1. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak 

pada bank syariah di Indonesia. 

2. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran 

pajak pada bank syariah di Indonesia. 

3. Menganalisis pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak pada 

bank syariah di Indonesia. 

4. Menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran 

pajak pada bank syariah di Indonesia. 

5. Menganalisis pengaruh dewan direksi terhadap penghindaran pajak 

pada bank syariah di Indonesia. 

6. Menganalisis pengaruh dewan pengawas syariah terhadap 

penghindaran pajak pada bank syariah di Indonesia. 

7. Menganalisis pengaruh transparansi pajak terhadap penghindaran 

pajak pada bank syariah di Indonesia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adanya penelitian mengenai pengaruh karakteristik, tata kelola, serta 

transparansi pajak ini dihapkan memberikan manfaat teoritis untuk para 

akademisi, mamaupun manfaat praktis pada beberapa pihak yang 

berkepentingan. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini menjadi kelanjutan dari berbagai penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya mengenai berbagai faktor yang 
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mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian ini mencoba 

memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor 

penghindaran pajak, dengan meneliti karakteristik perusahaan bank 

syariah yang diwakili oleh variabel profitabilitas, leverage, dan 

ukuran perusahaan, serta tata kelola bank syariah yang diproksikan 

dewan variabel komisaris independen, dewan direksi, dan sewan 

pengawas syariah. Penelitian ini juga mencoba menganalisis lebih 

lanjut mengenai pengaruh transparansi pajak terhadap 

penghindaran pajak. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat 

menambah referensi literatur mengenai faktor yang mempengaruhi 

penghindaran pajak pada bank syariah di Indonesia. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat pada : 

a. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan menambah informasi bagi 

pemerintah dalam melakukan pengawasan dan dalam 

pembuatan kebijakan untuk memaksimalkan penerimaan negara 

pada sektor perbankan syariah. 

b. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan di bidang ekonomi terkait dewan komisaris, dewan 

pengawas syariah, dewan direksi, tax transparency, dan 

penghindaran pajak. 

c. Bagi Perusahaan 
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Hasil dari penelitian ini nantinya bisa menjadi informasi 

yang digunakan oleh manajemen guna mengetahui faktor-faktor 

apa saja yang mempengaruhi penghindaran pajak. 

d. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai nilai perusahaan dan dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasinya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan pada penelitian ini disajikan dalam 

lima bab dengan uraian sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

Pada bab ini berisi  mengenai latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : Kajian Pustaka  

Pada bagian ini dijelaskan tentang teori dan literatur yang 

digunakan dalam melakukan penelitian. Bab ini juga diuraikan landasan 

teori, disertai penjelasan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang 

sejenis. 

BAB III : Metode Penelitian 

Pada bab ini diuraikan tentang populasi dan sampling penelitian, 

metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, 

serta teknik analisis data yang digunakan dlama penelitian. 

BAB IV: Analisis Data dan Pembahasan 
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Pada bab ini disajikan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, 

penyajian hasil uji hipotesis, serta uraian analisis dari hasil atau temuan 

penelitian. 

BAB V :Penutup 

Pada bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari 

hasil penelitian, keterbatasan dari penelitian, serta saran  bagi penelitian 

yang akan datang, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Literatur Review 

Penghindaran pajak nampaknya memerlukan perhatian kita pada 

saat ini, ditengah gencarnya pemerintah dalam melakukan pembangunan 

nasional, yang membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Pemerintah 

telah menetapkan sejumlah regulasi perpajakan dengan harapan dalam 

pelaksanaannya dapat dilakukan secara tertib dan tanpa penyimpangan, 

sehingga dapat memaksimalkan penerimaan pajak sebagai salah satu 

sumber pokok pendapatan negara untuk belanja negara. Disisi lain, 

korporasi atau perusahaan sebagai wajib pajak memiliki pandangan yang 

berbeda mengenai kewajiban perpajakan. Mereka berpandangan bahwa 

beban pajak perusahaan dapat mengurangi jumlah laba bersih yang akan 

diterima oleh perusahaan (Cita & Supadmi, 2019) dan (Arinta, 2018). 

Dalam hal ini bagi perusahaan dianggap sebagai beban perusahaan, 

karena mengurangi penghasilan perusahaan. Adanya conflict of interest 

antara perusahaan dan pemerintah inilah yang menjadi pemicu munculnya 

perilaku penghindaran pajak (tax avoidance). (J. H. Kovermann, 2018) 

Penghindaran pajak dianggap sebagai pengalihan dana dari 

pemerintah ke dunia usaha dengan cara yang sah. Penerapan perilaku 

penghindaran pajak dalam suatu organisasi dipengaruhi oleh (a) 

permasalahan keagenan yang timbul dari pemisahan manajemen dan 

pemegang saham, (b) kebutuhan sosial dan (c) legitimasi keputusan 

penghindaran pajak. (Hoseini et al., 2019). 
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2.2.  Landasan Teori 

Tinjauan teoritis pada penelitian ini terdapat dua teori utama yang 

mendasari penelitian, yaitu Agency Theory dan Stakeholder Theory.  

2.2.1. Agency Theory 

Jensen dan Meckling (1976) dalam Cita & Supadmi, (2019) 

menjelaskan tentang pengertian teori agensi yaitu sebagai 

hubungan kontrak kerja sama antar agent dan principal. Pada 

kontrak kerja ini agen diberikan wewenang oleh principal untuk 

menjalankan aktivitas perusahaan sesuai visi misi dan tujuan yang 

telah ditetapkan oleh principal. Principal ialah pihak yang 

memberikan wewenang, yaitu pemegang saham, pemilik atau 

investor yang menginvestasikan dananya pada perusahaan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan agent disini adalah pihak yang 

diberikan wewenang oleh principal, yaitu manajer perusahaan.  

Menurut teori agensi, menyatakan bahwa terdapat asimetri 

informasi antara manajer yang berlaku sebagai agen dengan 

prinsipal, dimana manajer perusahaan lebih banyak mengetahui 

informasi internal dibandingkan dengan pemilik perusahaan. 

Timbulnya ketidakseimbangan informasi antara agen dan prinsipal 

tersebut menimbulkan beberapa konflik atau bisa disebut juga 

sebagai agency problem. 

Permasalahan keagenan akan mungkin terjadi ketika ada 

perbedaan kepentingan agen dan saat pemilik saham memiliki 

perilaku penghindaran pajak yang agresif. Kondisi tersebut terjadi 
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karena, manajemen ingin meningkatkan kompensasi dengan 

menggunakan laba yang lebih tinggi, sedangkan pemegang saham 

lainnya ingin mengurangi biaya pajak dengan laba yang lebih 

rendah (Arinta, 2018). Agency problem tersebut dapat 

mempengaruhi perlakuan pajak agresif sebab saat agen 

meningkatkan pendapatan perusahaan maka pajak penghasilan 

yang harus dibayarkan juga ikut meningkat (Sulastri et al., 2022).  

2.2.2. Stakeholder Theory  

 Donaldson & Preston (1995) dalam stakeholder theory 

mengatakan bahwa kinerja sebuah organisasi dipengaruhi oleh 

semua stakeholder organisasi, oleh karena itu merupakan tanggung 

jawab manajerial untuk memberikan benefit kepada semua 

stakeholder yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi. 

Menurut stakeholder theory perusahaan tidak beraktivitas hanya 

untuk kepentingan pemilik saham, melainkan juga bagi semua 

stakeholder lainnya (Pemegang saham, kreditor, konsumen, 

supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain) (Chariri 

& Al Ghazali, 2007). 

Pemerintah sebagai salah satu stakeholder perusahaan, 

sehingga perusahaan harus memperhatikan kepentingan 

pemerintah. Pemerintah memberikan perlindungan kepada 

perusahaan dalam melakukan kegiatan operasional usahanya dan 

perusahaan wajib memberikan imbal balik kepada pemerintah 

dengan cara membayar pajak yang sesuai dengan peraturan atau 



17 

 

 

 

ketentuan yang telah berlaku tanpa melakukan tindakan agresivitas 

pajak sehingga dana yang terkumpul dari pembayaran pajak dapat 

disalurkan dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan 

nasional dengan maksimal yang nantinya bermanfaat bagi 

masyarakat luas. 

2.3. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai penghindaran 

pajak bahwa terdapat beberapa faktor yang diproyeksikan mempengaruhi 

penghindaran pajak. Faktor-faktor tersebut, diantaranya: profitabilitas, 

ukuran perusahaan, leverage, Komisaris Independen, Dewan Direksi, 

Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan penghindaran pajak. 

 Tabel II.1. Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak  

 

No. 

Variabel 

Bebas 

(Independen) 

 

Hasil Penelitian Terdahulu dan Peneliti 

1.  Profitabilitas - Variabel profitabilitas memiliki pengaruh positif 

terhadap penghindaran pajak. Ichsani & Susanti 

(2019), Gunaasih (2021). 

 

- Variabel profitabilitas memiliki pengaruh negatif 

terhadap penghindaran pajak. Kurniasih & Ratna 

Sari (2013), Wiratmoko (2018), Ernawati et al. 

(2019), Kasim & Saad (2019), Prabowo (2020), 

Sulastri et al. (2022), Pangaribuan et al. (2019), 

Sunarto et al. (2021), Darsani & Sukartha  (2021), 

Sari & Sornoprawiro (2020), Taufik (2022), Purba 

(2019) 

2.  Ukuran 

Perusahaan 

- Variabel ukuran perussahaan memiliki pengaruh 

positif terhadap penghindaran pajak. Kasim & 

Saad (2019), Adegbite & Bojuwon (2019), 

Sulastri et al. (2022), Taufik (2022), Ichsani & 

Susanti (2019) 

 

- Variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh 

negatif terhadap penghindaran pajak. Kurniasih & 

Ratna Sari (2013), Wiratmoko (2018), Hidayat & 
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Zuhroh (2023) 

3.  Leverage - Variabel leverage perusahaan memiliki pengaruh 

positif terhadap penghindaran pajak. Adegbite & 

Bojuwon (2019), Pangaribuan et al. (2019) 

- Variabel  leverage perusahaan memiliki 

pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.    

Ichsani & Susanti (2019), Ernawati et al. (2019), 

Kasim & Saad (2019), Duhoon & Singh (2023) 

4.  Komisaris 

Independen 

Variabel Dewan Komisaris memiliki pengaruh 

positif terhadap penghindaran pajak. 

Sari & Sornoprawiro (2020), Arinta (2018), Frisca 

Tania & Mukhlasin (2020). 

 

- Variabel ukuran Dewan Komisaris memiliki 

pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 

Wiratmoko (2018), Cita & Supadmi (2019), 

Lestari & Ovami (2020) 

5.  Dewan Direksi - Variabel Dewan Direksi memiliki pengaruh 

positif terhadap penghindaran pajak. Alkurdi & 

Mardini (2020). 

 

- Variabel Dewan Direksi memiliki pengaruh 

negatif terhadap penghindaran pajak.  

Hoseini et al. (2019) 

6.  Dewan 

Pengawas 

Syariah (DPS) 

- Variabel Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran 

pajak Taufik (2022). 

 

- Variabel Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran 

pajak Intia & Azizah (2021). 

7.  Penghindaran 

Pajak 

- Variabel penghindaran pajak memiliki pengaruh 

positif terhadap penghindaran pajak. (Hope et al., 

2013) dan (Stiglingh et al., 2020). 

Hasil penelitian terdahulu di atas memberikan gambaran bahwa 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, baik 

yang berpengaruh positif maupun negatif. Faktor pertama yaitu 

profitabilitas. Menurut Rodriguez dan Arias dalam Hariani & Waluyo 

(2019) profitabilitas merupakan penentu beban pajak, karena perusahaan 

dengan keuntungan yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih 

tinggi, tetapi perusahaan tentu tidak mau membayar pajak yang tinggi. 
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Profitabilitas (dihitung dengan ROA) ditemukan bahwa semakin besar 

nilai ROA, pada saat yang sama upaya peningkatan penghindaran pajak 

perusahaan meningkat (yang tercermin dari penurunan nilai ETR), ketika 

profitabilitas tinggi, manajemen cenderung melakukan penghindaran 

pajak, karena manajemen merasa terlalu besar untuk membayar pajak 

bahkan dengan profitabilitas yang tinggi, dan pengaruhnya signifikan 

(Pangaribuan et al., 2019). 

Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 

Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin besar pula 

praktik penghindaran pajak karena manajer ingin memaksimalkan 

keuntungan perusahaan dengan meminimalkan beban pajak yang harus 

dibayarkan kepada pemerintah (Darsani & Sukartha, 2021). Adapun 

penelitian Hidayat & Zuhroh, (2023) menemukan bahwa profitabilitas 

tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan 

yang memiliki ROA tinggi cenderung melakukan perencanaan yang 

matang agar pemungutan pajaknya optimal dan cenderung menghindari 

perilaku penghindaran pajak. Oleh karena itu, tidak terdapat peran 

profitabilitas yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Adapun 

penelitian yang menyatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap 

penghindaran pajak diantaranya Ichsani & Susanti (2019) dan Gunaasih 

(2021) 

Faktor yang kedua ialah ukuran perusahaan. Ukuran 

perusahaan merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan suatu 

keadaan atau karakteristik suatu organisasi atau perusahaan. Semakin 
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besar perusahaan, semakin besar keuangan yang dihasilkan, semakin besar 

pula pajak yang harus dibayar oleh perusahaan (Ernawati et al., 2019). 

Berbagai penelitian terdahulu menampilkan hasil yang berbeda-beda. 

Penelitian Oktavia et al., (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang 

menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak 

diantaranya, (Ernawati et al., 2019), (Kasim & Saad, 2019), (Sulastri et al., 

2022), (Taufik, 2022), (Ichsani & Susanti, 2019). Penelitian Hidayat & 

Zuhroh (2023) menyatakan bahwa ukuran perusahaan ditemukan 

berdampak negatif terhadap penghindaran pajak, yang artinya perusahaan 

kecil lebih banyak terlibat dalam kegiatan penghindaran pajak 

dibandingkan dengan perusahaan besar. 

Faktor ketiga adalah leverage. Semakin besar hutang perusahaan 

maka beban pajak akan semakin kecil karena beban usaha yang meningkat 

dan unsur pengurangan sangat berarti bagi perusahaan yang terkena pajak 

tinggi (Ernawati et al., 2019).  Leverage berpengaruh signifikan terhadap 

praktik penghindaran pajak (Pangaribuan et al., 2019). Temuan ini sejalan 

dengan penelitian Adegbite & Bojuwon (2019) yang menyatakan bahwa 

leverage berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, 

namun temuan ini bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh 

Gunaasih (2021). Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak, artinya semakin tinggi atau rendah tingkat leverage tidak akan 

mempengaruhi tingkat penghindaran pajak yang akan dilakukan 

perusahaan (Darsani & Sukartha, 2021). Leverage perusahaan memiliki 
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pengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Pangaribuan et al., 2019) 

dan (Duhoon & Singh, 2023). Disisi lain leverage perusahaan memiliki 

pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Ernawati et al., 2019), 

(Kasim & Saad, 2019) dan (Ichsani & Susanti, 2019). 

Faktor keempat adalah komisaris independen. Komisaris 

merupakan tingkatan tertinggi dalam struktur manajemen, setelah 

pemegang saham. Dewan Komisaris berperan sentral dalam tata kelola 

sebuah perusahaan, karena perusahaan memiliki tanggung jawab hukum 

untuk fokus pada urusan perusahaan seperti menetapkan tujuan, 

mengembangkan kebijakan yang komprehensif, dan memilih personil 

tingkat atas untuk melaksanakan tujuan dan kebijakan (Arinta, 2018). 

Dewan komisaris memiliki peran penting dalam menentukan pengelolaan 

pajak. Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi 

dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris 

lainnya (Cita & Supadmi, 2019). Komisaris Independen dapat 

melaksanakan fungsi monitoring untuk mendukung pengelolaan 

perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih obyektif. 

Kehadiran komisaris independen dalam dewan komisaris mampu 

meningkatkan pengawasan kinerja direksi. Dimana dengan semakin 

banyak komisaris independen maka pengawasan manajemen akan semakin 

ketat. (Lestari & Ovami, 2020) 

Penelitian yang menyatakan bahwa komisaris independen memiliki 

pengaruh positif terhadap penghindaran pajak diantaranya, Arinta (2018), 

dan Frisca Tania & Mukhlasin (2020). Penelitian yang menyatakan bahwa 
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dewan komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak 

dilakukan oleh  (Lestari & Ovami, 2020) dan Cita & Supadmi (2019). 

Disisi lain ada pula hasil yang tidak signifikan atau tidak adanya pengaruh 

antara dewan direksi dan penghindaran pajak. Proporsi komisaris 

independen dalam suatu perusahaan tidak menjamin bahwa perusahaan 

tersebut tidak melakukan penghindaran pajak (Rohyati & Suripto, 2021). 

Dalam penelitian (Sunarto et al., 2021) dewan komisaris tidak berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian Oktavia et al., (2021) 

komisaris independen bertugas menjaga kepengurusan agar dalam 

menjalankan aktivitasnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang telah ditetapkan.  Komisaris independen tidak berpegaruh 

terhadap penghindaran pajak. Sehingga bermakna proporsi komisaris 

independen yang besar di dalam perusahaan tidak efektif dalam upaya 

pencegahan praktik penghindaran pajak. 

Faktor kelima adalah dewan direksi. Dewan yang kuat dan 

independen berdampak negatif terhadap penghindaran pajak. Karakteristik 

dewan lainnya, seperti keragaman gender, latar belakang pendidikan, dan 

afiliasi politik ditemukan mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan  

(J. Kovermann & Velte, 2019). Kehadiran direktur yang lebih independen 

mengurangi kemungkinan penerapan perilaku penghindaran pajak karena 

pemantauan yang efektif terhadap minimalisasi perilaku pajak para dewan 

(Alkurdi & Mardini, 2020).  Hasil penelitian Hoseini et al., (2019) 

menunjukkan bahwa kehadiran perempuan di dewan direksi mengurangi 

penghindaran pajak perusahaan. Selain itu, perusahaan dengan ukuran 
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dewan direksi yang lebih besar dikaitkan dengan lebih banyak melakukan 

penghindaran pajak.  

Faktor keenam adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Salah 

satu ciri khas perbankan syariah adanya DPS. DPS memiliki tanggung 

jawab yang mencakup mengeluarkan fatwa (peraturan) yang harus diikuti 

karena merupakan bagian dari hukum Islam, mengawasi semua transaksi 

bank, memeriksa semua produk bank, mengawasi semua cabang dan 

departemen dan memberikan evaluasi tentang kepatuhan pada syariat. 

Hasil penelitian oleh  Taufik (2022) menyatakan bahwa hubungan empiris 

ukuran dewan pengawas syariah dan ukuran DPS penghindaran pajak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. 

Sebaliknya, Intia & Azizah (2021) menyatakan bahwa Dewan Pengawas 

Syariah berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 

Faktor yang terakhir ialah transparansi pajak. Peneliti belum 

banyak menemui penelitian terkait bahwa transparansi pajak berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak. Perusahaan menolak mengungkapkan lebih 

banyak tentang strategi perpajakan mereka untuk menghindari hukuman 

jika terdeteksi adanya praktik ilegal oleh perusahaan audit (Duhoon & 

Singh, 2023). Transparansi pajak belum tentu menjamin tidak adanya 

penghindaran pajak. (Oats & Tuck, 2019). Perusahaan yang lebih 

transparan dalam pengungkapan urusan perpajakannya mempunyai tarif 

pajak efektif yang lebih tinggi dan tarif pajak efektif tunai. Karena tarif 

pajak efektif yang lebih tinggi dan tarif pajak efektif tunai dianggap 

sebagai indikasi berkurangnya penghindaran pajak, hasil penelitian ini 
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mendukung prediksi bahwa perusahaan dengan peningkatan transparansi 

pajak akan mengurangi keterlibatan dalam penghindaran pajak (Hope et 

al., 2013) dan (Stiglingh et al., 2020). 

2.4.Kerangka Konseptualu 

Adapun kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.2. Kerangka konseptual 

2.5. Pengembangan Hipotesis 

2.5.1. Pengaruh Profitabilitas (ROA) terhadap Penghindaran Pajak 

Profitabilitas menjadi salah satu proyeksi dari kinerja perusahaan, 

yang menginformasikan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal 

saham tertentu. Profitabilitas tersusun dari beberapa rasio salah satunya 

Return On Assets (ROA) sebagai indikator yang mencerminkan kinerja 

keuangan perusahaan. Jika semakin tinggi nilai ROA maka kinerja 

keuangan perusahaan dapat dikategorikan baik (Arinta, 2018).  

(X1) Profitabilitas 

(X2)  Ukuran Perusahaan  

(X3) Leverage 

(X7) Transparansi Pajak 

(X4) Komisaris Independen 

(X5) Dewan Direksi 

(X6) Dewan Pengawas Syariah 

Variabel Dependen (Y) 

Penghindaran Pajak  

(Tax Avoidance) 
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Pada penelitian sebelumnya mengenai pengaruh profitabilitas 

terhadap penghindaran pajak terdapat hasil yang tidak konsisten. 

Profitabilitas  berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak 

(Kurniasih & Ratna Sari, 2013), (Wiratmoko, 2018), (Purba, 2019), 

(Pangaribuan et al., 2019), (Kasim & Saad, 2019), (Sulastri et al., 2022), 

(Prabowo, 2020), (Sari & Sornoprawiro, 2020), (Darsani & Sukartha, 

2021), (Taufik, 2022). Temuan penelitian bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, ada pada penelitian 

(Ichsani & Susanti, 2019) dan (Gunaasih, 2021). 

Menurut stakeholder theory perusahaan tidak beraktivitas hanya 

untuk kepentingan pemilik saham, melainkan juga bagi semua 

stakeholder lainnya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, 

pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain) (Chariri & Al Ghazali, 

2007), maka sebagai perbankan yang mengutamakan prinsip syariah, 

akan membayar pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan agar 

terciptanya reputasi yang baik bagi perusahaan. Sehingga perusahaan 

yang mempunyai laba besar tidak akan melakukan tax avoidance karena 

perusahaan akan mengelola pembayaran dan pendapatan pajaknya. 

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang akan 

diteliti adalah : 

H1 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 

2.5.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak 

Menurut teori agensi, perusahaan dengan aset yang besar, akan 

memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki 
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dengan maksimal. Besarnya ukuran suatu perusahaan, maka besar juga 

aktivitas operasionalnya. Semakin besar perusahaan maka semakin besar 

laba yang diperoleh, sehingga semakin besar pajak yang dibayarkan 

perusahaan (Ernawati et al., 2019). Penelitian yang menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak 

yaitu Kurniasih & Ratna Sari (2013), Wiratmoko (2018), dan Hidayat & 

Zuhroh (2023).  Penelitian oleh Kasim & Saad (2019), Sulastri et al. 

(2022), (Taufik, 2022), Adegbite & Bojuwon (2019), dan Ichsani & 

Susanti (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh 

positif terhadap penghindaran pajak.  

Teori Biaya Politik menjelaskan bahwa perusahaan besar 

cenderung untuk tidak melakukan penghindaran pajak karena perusahaan 

besar akan menjadi sorotan pemerintah (Zimmerman, 1983) dalam 

(Kasim & Saad, 2019) 

H2:Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 

2.5.3. Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak  

Rasio Leverage menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari 

utang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. Leverage 

merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya 

pos biaya tambahan berupa bunga atau interest dan pengurangan beban 

pajak penghasilan Wajib Pajak Badan (Kurniasih & Ratna Sari, 2013). 

Penelitian Kalbuana et al. (2020) mengenai leverage terhadap 

penghindaran pajak menyatakan bahwa penghindaran pajak dapat 

dipengaruhi oleh leverage, dimana utang yang dimiliki perusahaan akan 
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memunculkan beban bunga, sehingga hal ini dapat memperkecil 

keuntungan yang didapatkan perusahaan, yang  juga akan berpengaruh 

terhadap pengurangan pajak yang dibayar. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ernawati et al., 2019), 

(Kasim & Saad, 2019), (Duhoon & Singh, 2023), menyatakan bahwa 

leverage perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran 

pajak. Menurut penelitian terdahulu dari Pangaribuan et al. (2019) 

menyatakan bahwa leverage perusahaan memiliki pengaruh positif  

terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang 

akan diteliti adalah : 

H3 : Laverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 

2.5.4. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran 

Pajak 

Menurut teori agensi, terdapat ketimpangan informasi antara 

principal dan agen, sehingga dibentuklah dewan komisaris yang 

merupakan tangan kanan dari pihak principal (pemegang saham). Dewan 

komisaris bertanggungjawab menjalankan fungsi pengawasan terhadap 

kinerja  manajemen dalam melakukan kegiatan perusahaan  agar tidak 

bertentangan dengan hukum maupun aturan yang telah ditetapkan, 

termasuk penghindaran pajak.  

Dalam teori agensi disebutkan bahwa, untuk mengurangi 

kesimpangan informasi maka dibentuk dewan komisaris yang merupakan 

tangan kanan dari pemilik saham. Dewan komisaris independen bertugas 

untuk menjaga manajemen agar menjalankan kegiatannya tidak 
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bertentangan dengan hukum maupun aturan-aturan yang telah di 

tetapkan. 

H4 : Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran 

pajak. 

2.5.5. Pengaruh Dewan Direksi terhadap Penghindaran Pajak 

Bukti penelilian  Lestari & Ovami (2020) menyatakan bahwa 

semakin besar dewan direksi maka akan semakin rendah penghindaran 

pajak. Teori keagenan, menyatakan bahwa pemilik perusahaan  selalu 

berusaha memaksimalkan kepentingannya dengan mengorbankan 

pemegang saham, sehingga menimbulkan kesenjangan antara manajer 

dan pemegang saham. 

Hasil pengujian Hoseini et al. (2019) menunjukkan bahwa dengan 

bertambahnya ukuran dewan direksi, maka tingkat penghindaran pajak 

juga meningkat. Bukti empiris menunjukkan bahwa tidak ada konsensus 

mengenai ukuran optimal dewan direksi. Goodstein dkk. (1994) dalam 

Hoseini et al. (2019) menemukan bahwa dewan direksi yang lebih kecil 

yang terdiri dari empat hingga enam anggota akan lebih efektif, karena 

mereka dapat mengambil keputusan yang lebih strategis dalam satu 

waktu. Alkurdi & Mardini (2020), menyatakan bahwa kuran dewan 

direksi yang lebih besar dapat memberikan pengawasan lebih baik pada 

penghindaran pajak. 

H5 : Jumlah Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap penghindaran 

pajak 
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2.5.6. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Penghindaran 

Pajak 

Bank syariah memiliki ciri-ciri yang unik dalam operasionalnya 

dibandingkan dengan bank konvensional, seperti berdasarkan prinsip 

syariah atau syariat Islam, menggunakan sistem bagi hasil, pengakuan 

terhadap pemegang rekening investasi yang tidak dibatasi dan adanya 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai lembaganya, bagian dari tata 

kelola perusahaan mereka ; Ahmed, 2014; Elamer et al., 2020). Taufik 

(2022) menyatakan bahwa hubungan empiris ukuran dewan pengawas 

syariah dan ukuran DPS penghindaran pajak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap penghindaran pajak. 

Teori keagenan berasumsi bahwa ukuran dewan yang kecil akan 

mengurangi biaya keagenan dan meningkatkan koordinasi antar anggota 

dewan (Quttainah et al., 2013). Sebaliknya, DPS yang lebih besar dengan 

berbagai pengalaman dan keterampilan akan menghasilkan interpretasi 

penilaian produk dan operasi yang lebih baik, sehingga menghasilkan 

kinerja yang lebih baik (Hamza, 2016). Penelitian Muhammad et al. 

(2021) menemukan bahwa semakin kecil ukuran DPS maka semakin 

tinggi kepatuhan syariah bank syariah.  

H6 : Ukuran DPS berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.  

2.5.7. Pengaruh Transparansi Pajak terhadap Penghindaran Pajak 

Peningkatan transparansi dalam laporan perusahaan mengenai 

urusan perpajakan suatu perusahaan dapat menjadi mekanisme yang 

efektif dalam memitigasi risiko reputasi terkait perpajakan (Stiglingh et 
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al., 2017). Oats & Tuck (2019) berpendapat bahwa keterbatasan inisiatif 

transparansi dapat menimbulkan konsekuensi disfungsional, misalnya 

biaya tambahan dalam menyediakan dan memproses informasi 

tambahan. Transparansi pajak yang lebih baik juga dapat mengakibatkan 

biaya transaksi terkait pajak yang lebih tinggi seperti peningkatan risiko 

pemeriksaan pajak yang diikuti dengan denda dan biaya terkait pajak. 

Mereka juga berpendapat bahwa terdapat risiko dengan peningkatan 

pengungkapan transparansi pajak, selain itu hal tersebut tidak akan secara 

efektif mengurangi penghindaran pajak perusahaan. Menurut uraian 

tersebut,  dalam transparansi pajak menghadapi tantangan diantaranya 

timbulnya biaya tambahan. Sebagai dampak positifnya adalah 

perusahaan yang lebih transparan tidak dapat mengaburkan informasi 

perpajakan yang tersedia bagi otoritas pajak dan masyarakat umum, 

sehingga mengurangi aktivitas penghindaran pajak. (Kerr, 2019) dalam 

(Stiglingh et al., 2017).  

H7 : Transparansi pajak berpengaruh negatif terhadap penghindaran 

pajak. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.Populasi dan Sampel 

Populasi menurut Cooper & Schindler (2014) merupakan kumpulan dari 

total elemen yang akan dibuat beberapa kesimpulan. Penelitian ini bertujuan 

menganalisis dan menarik kesimpulan tentang faktor yang dapat berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak pada perbankan syariah yang ada di Indonesia, 

maka populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia. 

Menurut Sujarweni (2016:55) sampel adalah bagian dari sejumlah 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. 

Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling, yaitu sampel nonprobabilitas yang memenuhi kriteria tertentu 

(Cooper & Schindler, 2014). Sampel pada penelitian ini adalah  Bank Umum 

Syariah di Indonesia yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Bank Syariah yang melampirkan laporan keuangan tahunan dengan 

periode tahun 2014-2020 

2. Laporan keuangan yang disajikan menggunakan mata uang Rupiah. 

3. Perusahaan perbankan syariah yang sudah terdaftar dalam OJK sejak 

tahun 2014, dan tidak mengalami kerugian selama periode 2014-2020. 

4. Perusahaan perbankan syariah yang memiliki data-data yang akan 

digunakan untuk penelitian. 

Berdasarkan pengertian beserta uraian kriteria diatas, maka sampel 

yang dapat digunakan pada penelitian ini  sejumlah tujuh Bank Umum 

Syariah di Indonesia. 
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3.2.Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder. 

Data sekunder ialah data yang didapat dari catatan, buku,  dan majalah berupa 

laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-

buku teori, dan lain sebagainya (Sujarweni, 2022:192). Adapun data sekunder 

penelitian ini berasal dari situs resmi setiap perusahaan perbankan syariah 

yang terpilih menjadi sampel. Penelitian ini menggunakan data time series 

(data berkala) yang dikumpulkan dari tahun 2014-2020. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, 

yaitu data yang berbentuk angka, bersumber dari data interna perusahaan 

perbankan syariah sebagai sampel, yang kemudian diolah menggunakan 

software Eviews 12. Pengumpulan data oleh peneliti dilakukan dengan cara 

studi pustaka untuk mencari berbagai teori yang relevan berkaitan dengan 

penelitian. Berbagai referensi tersebut akan digunakan sebagai bahan rujukan 

dalam pembahasan hasil penelitian. 

3.3.Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.3.1. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan penghindaran 

pajak (tax avoidance). Penghindaran pajak merupakan salah satu bentuk 

pengelolaan pajak yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan secara legal. 

Penghindaran pajak dapat diukur dengan berbagai pendekatan. Pada 

penelitian ini pengukuran terhadap penghindaran pajak menggunakan 

pengukuran Cash Effective Tax Rate (CETR). Cash Effective Tax Rate 

(CETR) merupakan pembayaran pajak secara kas atas laba perusahaan 
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sebelum pajak penghasilan. Penelitian ini menggunakan perhitungan proksi 

sebagai berikut : 

 Pajak Tunai yang Dibayarkan 

CASH ETR = 

   Pendapatan Sebelum Pajak 

Perusahaan terindikasi melakukan penghindaran pajak jika membayar 

pajak dengan tarif <20%. Jika presentase tarif  CETR semakin tinggi, yaitu  

mendekati 25% tarif pajak badan, maka tingkat penghindaran pajak badan 

semakin rendah. 

3.3.2. Variabel Independen 

Pada penelitian ini terdapat tujuh variabel independen, yaitu : 

3.3.2.1.Profitabilitas 

Return On Asset (ROA) digunakan dalam penelitian ini 

sebagai proksi yang mewakili variabel profitabilitas. ROA menjadi 

proyeksi keefektifan perusahaan dalam mengelola aset. Pengukuran 

profitabilitas dilakukan dengan membandingkan keuntungan 

perusahaan dengan total asetnya. Tingkat profitabilitas perusahaan 

yang semakin tinggi, akan berakibat pula pada besaran beban 

pajaknya. (Prabowo, 2020). Adapun profitabilitas dihitung dengan 

rumus berikut:  

Laba Bersih Sebelum Pajak 

ROA = 

     Total Asets 

3.3.2.2.Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang 

mengidentifikasi besar kecilnya suatu perusahaan. Pengukuran 
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variabel ukuran perusahaan dalam penelitian ini dilakukan dengan me-

logaritma total aset yang dimiliki oleh perusahaan. 

Ukuran Perusahaan = Ln (Total Aset) 

3.3.2.3.Leverage 

Leverage adalah rasio yang mengukur kemampuan utang baik 

jangka panjang maupun jangka pendek untuk mendanai aset 

perusahaan (Kurniasih & Ratna Sari, 2013). Penelitian menggunakan 

proksi Debt to Equity Ratio (DER), Debt to Equity Ratio merupakan 

perbandingan yang membandingkan jumlah hutang terhadap ekuitas. 

Semakin tinggi angka DER dianggap memiliki risiko yang lebih tinggi 

terhadap likuiditas perusahaan. Dari penggunaan hutang ini akan 

menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi pajak yang 

ditanggung perusahaan. Leverage dihitung dengan rumus berikut. 

   Total Likuiditas 

DER = 

      Total Ekuitas 

3.3.2.4. Komisaris Independen 

Indonesia menerapkan sistem dua tingkat pada perusahaan, 

yaitu dewan komisaris dan direksi dengan fungsinya masing-masing. 

Dewan komisaris berada pada tingkat tertinggi setelah pemegang 

saham dan mempunyai peran utama dalam tata kelola perusahaan 

(Frisca Tania & Mukhlasin, 2020). Komisaris independen adalah 

anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, 

anggota komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali (Arinta, 

2018). Jumlah anggota dewan komisaris dan komisaris independen 
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dapat dilihat pada Laporan Keuangan audited pada bagian Informasi 

Umum Perseroan atau Laporan Tahunan Perseroan pada bagian Tata 

Kelola Perusahaan pada bagian struktur dewan komisaris (Rohyati & 

Suripto, 2021). Pada penelitian ini pengukuran komisaris independent 

sbagai berikut. 

         Komisaris Independen x 100% 

Komisaris Independen  = 

        Jumlah seluruh anggota komisaris 

3.3.2.5.Dewan Direksi 

Dewan direksi merupakan delegasi dari pemegang saham yang 

menjalankan kontrol dan fungsi manajemen perusahaan. Ukuran 

dewan didefinisikan sebagai jumlah anggota dewan. 

Ukuran Dewan Direksi = ∑ Dewan Direksi 

3.3.2.6.Dewan Pengawas Syariah 

Tujuan penting dewan pengawas syariah adalah untuk 

mengedepankan nilai-nilai etika islam dalam operasional bank syariah. 

ukuran dewan pengawas syariah merupakan jumlah seluruh dewan 

pengawas syariah yang melaksanakan tugas pengawasan syariah pada 

perbankan syariah (Arinta, 2018). Jumlah dewan pengawas syariah 

diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 pasal 26 

(1) yang menyatakan bahwa jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah 

(DPS) paling kurang 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) 

orang. Pada penelitian ini, ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

mengacu pada jumlah anggota DPS yang ada pada perusahaan sampel.  

Ukuran Dewan Pengawas Syariah = ∑ Dewan Pengawas Syariah 



36 

 

 

 

3.3.2.7.Transparansi Pajak 

Transparansi berkaitan dengan penyediaan informasi dalam 

mengatasi aspek asimetris informasi. Transparansi pajak perusahaan 

diharapkan memberikan informasi yang terbuka dan benar mengenai 

perpajakan perusahaan bagi otoritas pajak, maupun stakeholder 

perusahaan, serta masyarakat umum. Penelitian ini menggunakan Tax 

Transparency Scores (TTS), seperti yang telah digunakan pada 

penelitian Stiglingh et al. (2020). TTS adalah proxy untuk transparansi 

pajak dan mewakili skor transparansi pajak perusahaan dalam hal 

transparansi pajak. Nilai Transparansi Pajak (TTS) yang diperoleh 

melalui analisis konten (isi) digunakan sebagai ukuran transparansi 

pajak. Skor ini dimaksudkan untuk menangkap tingkat transparansi 

perusahaan dalam pengungkapan pajak wajib dan sukarela, seperti 

yang disediakan dalam laporan perusahaan yang tersedia untuk umum.  

3.4. Metode Analisis Data 

Metode analisis data merupakan tahapan dari proses penelitian dimana 

data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dilakukan proses 

analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan  rumusan 

masalah, tujuan penelitian, dan data yang dihimpun dalam penelian ini, maka 

teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data panel. Analisis 

regresi data panel terdiri dari gabungan data time series dan cross section. 

Data yang dihimpun dalam satu waktu terhadap beberapa unit yang diamati 

disebut data lintas individu, sementara itu data dihimpun dari waktu ke waktu 
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(Diputra dkk, 2012) dalam (Madany et al., 2022). Bentuk umum dari regresi 

data panel adalah sebagai berikut: 

Y𝑖𝑡 = 𝛽0 + β1𝑋1,𝑖𝑡 + β2𝑋2,𝑖𝑡 + 𝜀𝑖t 

dengan : 

Y𝑖𝑡  = Nilai variabel terikat individu ke-i untuk periode ke-t, 

i  = 1,2,3,…,N dan t= 1,2,3,…,T. 

𝑋𝑘𝑖𝑡  = Nilai Variabel bebas ke-k untuk individu ke-i tahun ke-t 

𝛽  = Parameter yang ditaksir 

𝜀𝑖𝑡   = error untuk individu ke-i untuk periode e ke-t, 

3.4.1. Pemilihan Model Regresi 

Regresi data panel terdapat tiga uji yaitu : 

3.4.1.1. Uji Chow  

Uji Chow atau Likelihood Test Ratio merupakan pengujian 

yang digunakan untuk memilih salah satu model terbaik pada 

regresi data panel, yaitu Fixed Effect Model (FEM) dengan 

Common Effect Model (CEM). Pengujian ini dapat dilakukan 

dengan melihat signifikansi model FEM menggunakan uji statistik 

F (Alwi et al., 2016). Hipotesis yang berlaku adalah sebagai 

berikut: 

H0: Model menggunakan common effect model 

H1: Model menggunakan fixed effect model 

Berdasarkan ketentuannya adalah, apabila probabilitas dari cross 

section chi-square > 0,05 (5%) maka H0 diterima, sedangkan jika 

probabilitasnya cross-section chi-square < 0,05 maka H0 ditolak. 
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3.4.1.2. Uji Hausman 

Uji Hausman digunakan untuk memilih Random Effect 

Model (REM) dengan Fixed Effect Model (FEM). Pengujian ini 

digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan antara galat 

pada model dengan satu atau lebih variabel penjelas (independen) 

dalam model. Pada uji ini hipotesis adalah sebagai berikut: 

H0: Model menggunakan Random Effect 

H1: Model menggunakan Fixed Effect 

Menurut kaidah pada uji ini aialah, apabila probabilitas Cross-

section Random > 0,05 maka H0 diterima, tetapi jika 

probabilitasnya Cross-section Random < 0,05 maka H0 ditolak. 

3.4.1.3. Uji Breusch-Pagan 

Uji Lagrange Multipiler (LM) yang dikembangkan oleh 

Breusch-Pagan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah model 

REM adalah model yang lebih baik, jika dibandingkan dengan  

model CEM. Pengujian ini didasarkan pada nilai residual dari 

model CEM. Hipoteisis pada pengujian ini adalah sebagai berikut : 

H0: Model menggunakan Random Effect 

H1: Model menggunakan Cammon Effect 

Kaidah pada uji ini ialah, jika nilai probabilitas > 0,05 maka H0 

ditolak, yang berarti model yang dipilih adalah model Cammon 

Effect, namun apabila nilai probabilitas < 0,05 maka H0 diterima, 

yang artinya model terbaik ialah model Random Effect. 

3.4.2. Uji Asumsi Klasik 
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3.4.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas berguna untuk membuktikan data dari 

sampel yang dimiliki berasal dari populasi berdistribusi normal 

atau data populasi yang dimiliki berdistribusi normal. Salah satu 

uji statistik normalitas residual yang dapat digunakan adalah uji 

Jarque-Bera (JB). Adapun hipotesis yang digunakan sebagai 

berikut: 

H0 : Error berdistribusi normal 

H1 : Error tidak berdistribusi normal. 

Pada pengujian ini, nilai statistik JB dapat dilihat 

dengan menggunakan tabel chi-square. Apabila nilai chi-

square yang dihitung dari persamaan JB lebih besar daripada 

nilai chi-square kritis pada tingkat signifikansi yang 

ditentukan, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol 

tertolah, yang menyatakan distribusi normal. Namun apabila 

nilai chi-square yang dihitung tidak lebih besar dari nilai chi-

square kritisnya, maka hipotesis nol diterima (Alwi et al., 

2016). 

3.4.2.2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi terbentuk adanya korelasi tinggi atau sempurna 

antar variabel bebas (independen). Jika ditemukan ada 

hubungan korelasi yang tinggi antar variabel bebas maka dapat 

dinyatakan adanya gejala multikorlinear pada penelitian. 
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Pengujian dapat ini dilakukan dengan cara melihat nilai 

Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) pada model 

regresi. Kaidah pengambilan keputusan mengenai uji 

multikolinearitas adalah sebagai berikut: 

1. Apabila nilai VIF < 10 atau nilai Tolerance > 0,01, maka 

dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. 

2. Apabila nilai VIF > 10 atau nilai Tolerance < 0,01, maka 

dinyatakan terjadi multikolinearitas. 

3. Apabila koefisien korelasi masing-masing variabel bebas > 

0,8 maka terjadi multikolinearitas. Tetapi jika koefisien 

korelasi masing-masing variabel bebas < 0,8 maka tidak 

terjadi multikolinearitas. 

3.4.2.3.Uji Heterokedestisitas 

Heterokedastisitas dilakukan untuk menguji 

terjadinya perbedaan varian residual suatu periode 

pengamatan ke periode pengamatan yang lain (Sujarweni, 

2022:192). Varians dari residual yang tidak konstan yang 

disebabkan oleh perilaku variabilitas, perkembangan 

ketelitian pencatatan data, atau kesalahan spesifikasi 

disebut heteroskedastisitas (Neter, et al; 1989) dalam 

(Madany et al., 2022). Statistik uji LM mengikuti distribusi 

chi-square dengan derajat bebas n-1. Jika nilai statistik LM 

lebih besar dari nilai kritis statisti chi-square atau p-value 

kurang dari taraf uji (α), maka hipotesis nol ditolak. 
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Artinya, struktur varian kovarians residual bersifat 

heteroskedastis. 

3.4.2.4.Uji Autokorelasi 

Uji autokolerasi merupakan kolerasi yang terjadi 

antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan 

lain pada model regresi. Autokorelasi dapat diketahui 

melalui Uji Durbin-Watson (D-W Test), adalah pengujian 

yang digunakan untuk menguji ada atau tidak adanya 

korelasi serial dalam model regresi atau untuk mengetahui 

apakah di dalam model yang digunakan terdapat 

autokorelasi diantara variabel-variabel yang diamati. 

3.4.3.  Uji Statistik 

3.4.3.1. Uji t (Uji Individual) 

Uji partial (uji t) adalah uji yang dilakukan untuk melihat 

apakah suatu variable independen berpengaruh atau tidak secara 

parsial terhadap variable dependen dengan membandingkan 

nilai thitung dengan ttabel. Kaidah dalam pengujian uji t adalah 

sebagai berikut :  

1. Jika nilai thitung > ttabel maka hipotesis di tolak, artinya 

variable tersebut berpengaruh terhadap variable 

dependen. 

2. Jika nilai thitung < ttabel maka hipotesis di terima, artinya 

variable tersebut tidak berpengaruh terhadap variable 

dependen. 
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3.4.3.2. Uji F (Uji Simultan) 

Uji Simultan (uji F) adalah uji yang dilakukan untuk 

melihat apakah semua variable independen secara bersama-sama 

berpengaruh atau tidak terhadap variable dependen dengan 

membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel. 

1. Jika nilai Fhitung > Ftabel maka hipotesis di tolak, artinya 

secara bersama-sama variable independen tersebut 

berpengaruh terhadap variable dependen. 

2. ika nilai Fhitung < Ftabel maka hipotesis di terima, artinya 

secara bersama-sama variable independen tersebut tidak 

berpengaruh terhadap variable dependen. 

3.4.3.3. Uji R-Square (Uji Koefesien Determinasi) 

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan variabel-variabel independen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai. 

Koefesien Determinasi yang kecil menunjukkan bahwa 

kemapuan variabel - variabel dalam menjelaskan variabel 

dependen sangat terbatas.Jika koefisien determinasi sama 

dengan nol, maka variabel independen tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. Jika besarnya koefisien determinasi 

mendekati angka satu (1), maka variabel independen 

berpengaruh sempurna terhadap variabel dependen. Pada 

penggunaan model ini, maka kesalahan pengganggu diusahakan 

minimum sehingga besar koefisien determinasi dapat mendekati 
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angka satu (1), yang berarti perkiraan regresi akan lebih 

mendekati keadaan yang sebenarnya (Sujarweni, 2022:192) 

3.4.4.  Analisi Konten (Isi) 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain metode 

(Stiglingh et al., 2020) yang terdiri dari dua tahap. Pada tahap pertama, 

analisis isi digunakan untuk menilai secara kualitatif sejauh mana 

pengungkapan transparansi pajak dalam laporan tahunan perusahaan 

dari perusahaan sampel . Selama fase ini, skor transparansi pajak 

ditentukan untuk setiap perusahaan sampel, sehingga menghasilkan data 

primer mengenai tingkat pengungkapan transparansi pajak untuk 

perusahaan sampel. Analisis konten dianggap perlu karena alat untuk 

mengukur transparansi pajak masih langka dalam literatur akademis 

(Venter et al., 2017) dalam (Stiglingh et al., 2020). Data tahap pertama 

selanjutnya digunakan sebagai proksi transparansi perpajakan dalam 

analisis kuantitatif yang dilakukan pada tahap kedua. Pada tahap kedua, 

model regresi kuadrat terkecil biasa digunakan untuk menguji secara 

statistik hubungan antara transparansi pajak dan penghindaran pajak. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1.Deskripsi Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam penelitian ini ialah Bank Umum Syariah 

yang berada di Indonesia, serta telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 

pada tahun 2014-2020. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan 

menggunakan metode purposive sampling dengan beberapa ketentuan. 

Adapun seleksi pemilihan sampel pada penelitian adalah sebagai berikut. 

Tabel IV. 1 Selesksi Pemilihan Sampel Perbankan Syariah 

 Periode 2014-2020. 

No. Keterangan Jumlah 

Jumlah Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK  

pada tahun 2014-2020  

11 

Kriteria Pemilihan Sampel :  

1 Bank Syariah yang tidak melampirkan laporan 

keuangan tahunan pada periode tahun 2014-

2020 

 

0 

2 Perusahaan perbankan syariah di Indonesia 

yang tidak menggunakan mata uang rupiah 

0 

3 Perusahaan perbankan syariah yang sudah 

terdaftar dalam OJK sejak tahun 2014, dan 

mengalami kerugian selama periode 2014-2020 

 

4 

4 Perusahaan perbankan syariah yang tidak 

memiliki data-data yang akan digunakan untuk 

penelitian. 

 

0 

 Jumlah sampel perusahaan 7 

 Jumlah sampel  x 7 tahun 49 

Sumber : Data yang telah diolah peneliti (2024) 

4.2. Hasil Penelitian 

4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif dalam penelitian memberikan gambaran 

suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar 

deviasi, nilai maksimum dan minimum. Minimum ialah nilai 

terkecil, sedangkan maksimum merupakan nilai terbesar dari suatu 
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rangkaian pengamatan. Nilai mean (rata-rata) ialah penjumlahan dari 

nilai seluruh data, dibagi dengan banyaknya data, sementara standar 

deviasi merupakan akar dari jumlah kuadrat dari selisih nilai data 

dengan ratarata dibagi dengan banyaknya data. Statistik deskriptif 

pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran data dari 

variabel dependen yaitu penghindaran pajak yang dihitung dengan 

Cash Effective Tax Rate (CETR), serta variabel independen yaitu 

profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, komisaris independent, 

dewan direksi, dewan pengawas syariah, dan transparansi pajak. 

Adapun deskripsi dari variabel-variabel dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel IV.2. Analisis Statistik Deskriptif 

 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

Mean 0.678176 0,007892 30,61711 1,960093 0,655782 4,510204 2,346939 42,08163 

Maximum 4,906253 0,026300 34,57675 6,161079 1,000000 7,000000 3,000000 62,00000 

Minimum 0,000000 0,000200 24,92709 0,357604 0,250000 3,000000 2,000000 11,00000 

Std. Dev. 1,046038 0,006140 1,549478 1,211325 0,173890 1,226826 0,480929 15,25183 

Observations 49 49 49 49 49 49 49 49 

 Sumber: Data olahan Eviews tahun 2024 

Keterangan : 

Y : Penghindaran Pajak 

X1 : Profitabilitas 

X2 : Ukuran Perusahaan 

X3 : Leverage 

X4: Komisaris Independen 

X5 : Dewan Direksi 

X6 : Dewan Pengawas Syariah 

X7 : Transparasi Pajak 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif yang telah 

disajikan pada tabel IV.2 di atas, jumlah observations semua 

variabel sebanyak 49 sampel. Nilai mean variabel Penghindaran 

Pajak (Y) sebesar 0,678176, nilai maximum sebesar 4,906253, 
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nilai minimum sebesar 0,000000 dan nilai standar deviasi sebesar 

1,046038.  

Nilai mean variabel Profitabilitas (X1) sebesar 0,007892, 

nilai maximum sebesar 0,026300, nilai minimum sebesar 

0,000200, dan nilai standar deviasi sebesar 0,006140. Nilai mean 

variabel Ukuran Perusahaan (X2) sebesar 30,61711, nilai 

maximum sebesar 34,57675, nilai minimum sebesar 24,92709, dan 

nilai standar deviasi sebesar 1,549478. Nilai mean variabel 

Leverage (X3) sebesar 1,960093, nilai maximum sebesar 

6,161079, nilai minimum sebesar 0,357604, dan nilai standar 

deviasi sebesar 1,211325. Nilai mean variabel Komisaris 

Independen (X4) sebesar 0,655782, nilai maximum sebesar 

1,000000, nilai minimum sebesar 0,250000, dan nilai standar 

deviasi sebesar 0,173890. Nilai mean variabel Dewan Direksi (X5) 

sebesar 4,510204, nilai maximum sebesar 7,000000, nilai 

minimum sebesar 3,000000, dan nilai standar deviasi sebesar 

1,226826. Nilai mean variabel Dewan Pengawas Syariah (X6) 

sebesar 2,346939, nilai maximum sebesar 3,000000, nilai 

minimum sebesar 2,000000, dan nilai standar deviasi sebesar 

0,480929. Nilai mean variabel Transparansi Pajak (X7) sebesar 

4,08163, nilai maximum sebesar 62,000000, nilai minimum 

sebesar 11,000000, dan nilai standar deviasi sebesar 15,25183.  

Berdasarkan uraian di atas, seluruh variabel memiliki nilai 

nilai standar deviasi dibawah nilai rata-rata (mean), kecuali pada 
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variabel penghindaran pajak (Y). Hal tersebut berarti sebaran data 

variabel (Y) lebih bervariasi, karena semakin beasar standar deviasi 

mencerminkan sebaran data pada sampel yang bervariasi, 

sebaliknya semakin rendah standar deviasi, maka variasi data lebih 

sedikit. 

4.2.2. Hasil Uji Pemilihan Model 

4.2.2.1. Hasil Uji Chow 

Tabel IV.3. Uji Chow 

Effect Test Statistic Df Prob 

Cross-Section F 0.814854 (6,35) 0.5657 

Cross-Section Chi-square 6.407027 6 0.3792 

Sumber : Data olahan Eviews tahun 2024 

Berdasarkan hasil uji Chow pada tabel IV.3, dapat dilihat 

bahwa nilai Prob Cross-section F sebesar 0,5657 > 0,05, maka 

yang terpilih adalah model CEM (Napitupulu et al., 2021: 136), 

sehingga dilanjutkan dengan uji Lagrage Multiplier. 

4.2.2.2. Hasil Uji Lagrage Multiplier (LM) 

Tabel IV.4. Uji Lagrage Multiplier (LM) 

 Test Hypothesis 

 Cross-section Time Both 

Breusch-Pagan 1,188499 0,982222  2,170722 

 (0,2756) (0,3217) (0,1407) 

Sumber : Data olahan Eviews tahun 2024 

Berdasarkan uji Lagrage Multiplier ( LM) pada tabel 

IV.4, terlihat bahwa nilai Prob Breusch-Pagan sebesar 0,2756 > 

0,05, maka yang terpilih adalah model CEM (Napitupulu et al., 

2021: 139). Sehingga model yang terpilih adalah model CEM. 

4.2.3. Hasil Uji Asumsi Klasik  
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Berdasarkan hasil uji Chow dan uji Lagrage Multiplier, 

model yang terbaik dalam penelitian ini adalah CEM. Model yang 

terpilih adalah CEM (Ordinary Least Square), maka dari itu uji 

asumsi klasik harus dilakukan. Uji asumsi klasik yang digunakan 

dalam regresi data panel dengan pendekatan OLS hanya 

multikolinieritas dan heteroskedastisitas (Basuki & Yuliadi, 2014: 

183) (Napitupulu et al., 2021: 120). Walaupun demikian peneliti 

tetap menampilkan semua uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. 

4.2.3.1. Hasil Uji Normalitas 
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Series: Standardized Residuals

Sample 2014 2020

Observations 49

Mean      -1.10e-15

Median  -0.145904

Maximum  3.278333

Minimum -1.339378

Std. Dev.   0.856911

Skewness   2.220432

Kurtosis   9.406297

Jarque-Bera  124.0556

Probability  0.000000


 

 Gambar IV. 1. Grafik Uji Normalitas 

Sumber : Data olahan Eviews tahun 2024 

Berdasarkan gambar 1V.1. dapat dilihat bahwa nilai 

Probability sebesar 0,000000 < 0,05, dapat disimpulkan data tidak 

berdistribusi normal (Napitupulu et al., 2021: 140). Berdasarkan 

Central Limit Theorem, jika N > 30 maka sudah dapat 

diasumsikan data memenuhi asumsi berdistribusi normalitas 

(Savitri et al., 2021: 107) (Marhawati et al., 2022: 142) 

(Tamarawati & Puspawati, 2022: 507) (Rahmadani et al., 2021: 

101). Jumlah data dalam penelitian sebanyak 49 > 30, sehingga 

dapat disimpulkan data berdistribusi normal. 



49 

 

 

 

4.2.3.2.  Hasil Uji Multikolinearitas 

Tabel. IV.5. Uji Multikolinearitas 

 

S

um

ber 

: 

Data olahan Eviews tahun 2024 

Keterangan : 

X1 : Profitabilitas 

X2 : Ukuran Perusahaan 

X3 : Leverage 

X4: Komisaris Independen 

X5 : Dewan Direksi 

X6 : Dewan Pengawas Syariah 

X7 : Transparasi Pajak 

Berdasarkan tabel VI.5 di atas, terlihat hasil bahwa 

koefisien korelasi antar variabel < 0,80, maka dapat disimpulkan 

bahwa terbebas mutikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas 

(Janie, 2012: 22).  

4.2.3.3.  Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Tabel. IV.6. Uji Heteroskedastisitas 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -0.770303 2.657.321 -0.289880 0.7734 

Profitabilitas -3.734.304 1.661.037 -2.248.176 0.0300 

Ukuran Perusahaan 0.026678 0.095597 0.279066 0.7816 

Leverage -0.287238 0.126978 -2.262.111 0.0291 

Komisaris Independen 0.507592 0.610240 0.831791 0.4103 

Dewan Direksi 0.280250 0.140637 1.992.709 0.0530 

DPS -0.226288 0.242654 -0.932554 0.3565 

Transparansi Pajak 0.006149 0.008257 0.744723 0.4607 

   Sumber : Data olahan Eviews tahun 2024 

  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

X1  1,000000  0,033334 -0,124977  0,188274 -0,247793 -0,105553  0,046058 

X2  0,033334  1,000000  0,716621 -0,247015  0,676573  0,352493  0,515375 

X3 -0,124977  0,716621  1,000000 -0,230011  0,672296  0,315528  0,634282 

X4  0,188274 -0,247015 -0,230011  1,000000 -0,365680  0,079311 -0,125473 

X5 -0,247793  0,676573  0,672296 -0,365680  1,000000  0,541176  0,567792 

X6 -0,105553  0,352493  0,315528  0,079311  0,541176  1,000000  0,305645 

X7  0,046058  0,515375  0,634282 -0,125473  0,567792  0,305645  1,000000 
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Berdasarkan tabel IV.6. di atas, terlihat hasil bahwa nilai 

Prob. uji heteroskedastisitas glejser semua variabel > 0,05, 

kecuali variabel Profitabilitas (X1) dan Leverage (X3) yang 

memiliki nilai Prob. < 0,05. Maka dapat dikatakan model 

persamaan regresi mengalami heteroskedastisitas atau tidak lolos 

uji heteroskedastisitas (Sihabudin et al., 2021:136). Menurut 

Napitupulu et al (2021: 143), pada model Common Effect atau 

Fixed Effect, implikasi terjadi autokorelasi dan heterokedastisitas 

pada data panel dapat diperbaiki dengan berbagai macam cara, 

salah satu dengan merubah kebentuk model cross-section weights 

atau cross-section SUR. Model atau pendekatan Cross-Section 

Weights ditujukan untuk terjadi heterokedastisitas, sedangkan 

model atau pendekatan cross-section SUR ditujukan jika terjadi 

autokorelasi dan heterokedastisitas. 

4.2.3.4. Hasil Uji Autokorelasi 

Tabel.IV.7. Uji Autokorelasi 

Root MSE 0,848122 

Mean dependent var 0,678176 

S.D. dependent var 1,046,038 

Akaike info criterion 2,834,946 

Schwarz criterion 3,143,814 

Hannan-Quinn criter. 2,952,130 

Durbin-Watson stat 2,617,600 

Sumber : Data olahan Eviews tahun 2024 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai durbin watson 

sebesar 2,617600. Jumlah variabel independen dalam penelitian 

ini sebanyak 7 variabel dan jumlah sampel 49, sehingga nilai DL 

sebesar 1,2355, nilai DU sebesar 1,8785, nilai 4-DL sebesar 
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2,7645 dan nilai 4-DU sebesar 2,1215. Maka nilai (4-DU) ≤ DW 

≤ (4-DL) (2,1215 ≤ 2,617600 ≤ 2,7645), maka tidak dapat 

disimpulkan (Zahriyah et al., 2021: 102). 

Berdasarkan hasil tersebut peneliti menggunakan model 

atau pendekatan cross-section SUR untuk mengatasi autokorelasi 

dan heterokedastisitas. Adapun model CEM dengan pendekatan 

cross-section SUR sebagai berikut: 

Tabel. IV.8. Model CEM pendekatan cross-section 

SUR 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 4,031,600 1,339,089 3,010,705 0,0044 

Profitabilitas -6,047,755 6,411,711 -9,432,358 0,0000 

Ukuran Perusahaan -0,139920 0,046647 -2,999,568 0,0046 

Leverage -0,192991 0,047111 -4,096,527 0,0002 

Komisaris Independen 0,197020 0,228567 0,861976 0,3937 

Dewan Direksi 0,242759 0,043118 5,630,083 0,0000 

DPS -0,129933 0,073292 -1,772,804 0,0837 

Transparansi Pajak 0,019914 0,002362 8,429,584 0,0000 

  
   

  

Weighted Statistics 

Root MSE 0,844234     R-squared 0,936323 

Mean dependent var 0,763748     Adjusted R-squared 0,925452 

S.D. dependent var 4,614,654     S.E. of regression 0,922931 

Sum squared resid 3,492,384     F-statistic 86,12528 

Durbin-Watson stat 2,135,656     Prob(F-statistic) 0,000000 

  
   

  

  Unweighted Statistics     

R-squared 0,306603     Mean dependent var 0,678176 

Sum squared resid 36,41820     Durbin-Watson stat 2,504,033 

 Sumber : Data olahan Eviews tahun 2024 

Persamaan Regresi Data Panel : 
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Yit = 4,031600 - 60,47755*X1it - 0,139920*X2it - 

0,192991*X3it + 0,197020*X4it + 0,242759*X5it - 

0,1299337*X6it + 0,019914*X7it + e 

Adapun penjelasannya ialah sebagai berikut (Sugiyanto et al., 

2022: 33-34): 

1. Nilai konstanta yaitu sebesar 4,031600, artinya tanpa adanya 

variabel Profitabilitas (X1), Ukuran Perusahaan (X2), 

Leverage (X3), Dewan Komisaris Independen (X4), Dewan 

Direksi (X5), Dewan Pengawas Syariah (X6) dan 

Transparansi Pajak (X7), maka variabel Penghindaran Pajak 

(Y) akan mengalami peningkatan sebesar 4,031600%. 

2. Nilai koefisien beta pada variabel Profitabilitas (X1) sebesar -

60,47755, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X1 

mengalami peningkatan 1%, maka variabel Penghindaran 

Pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 60,47755%. 

3. Nilai koefisien beta pada variabel Ukuran Perusahaan (X2) 

sebesar -0,139920, jika nilai variabel lain konstan dan 

variabel X2 mengalami peningkatan 1%, maka variabel 

Penghindaran Pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 

0,139920%. 

4. Nilai koefisien beta pada variabel Leverage (X3) sebesar -

0,192991, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X3 

mengalami peningkatan 1%, maka variabel Penghindaran 

Pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,192991%. 
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5. Nilai koefisien beta pada variabel Dewan Komisaris 

Independen (X4) sebesar 0,197020, jika nilai variabel lain 

konstan dan variabel X4 mengalami peningkatan 1%, maka 

variabel Penghindaran Pajak (Y) akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,197020%. 

6. Nilai koefisien beta pada variabel Dewan Direksi (X5) 

sebesar 0,242759, jika nilai variabel lain konstan dan variabel 

X5 mengalami peningkatan 1%, maka variabel Penghindaran 

Pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,242759%. 

7. Nilai koefisien beta pada variabel Dewan Pengawas Syariah 

(X6) sebesar -0,1299337, jika nilai variabel lain konstan dan 

variabel X6 mengalami peningkatan 1%, maka variabel 

Penghindaran Pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 

0,1299337%. 

8. Nilai koefisien beta pada variabel Transparansi Pajak (X7) 

sebesar 0,019914, jika nilai variabel lain konstan dan variabel 

X7 mengalami peningkatan 1%, maka variabel Penghindaran 

Pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,019914%. 

4.2.4. Hasil Uji Hipotesis 

4.2.4.1. Hasil Uji t 

Uji partial (uji t) adalah uji yang dilakukan untuk melihat 

apakah suatu variable independen berpengaruh atau tidak 

terhadap variable dependen dengan membandingkan nilai thitung 

dengan ttabel. Kriteria dalam pengambilan keputusan (Suyono, 

2015: 71) (Nuryadi et al., 2017: 76) ialah: 
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a. Jika t hitung > t tabel atau sig. < alpha, maka Ha diterima 

b. Jika t hitung < t tabel atau sig. > alpha, maka H0 diterima 

Menurut Sihabudin et al. (2021: 60-61), jika menggunakan 

hipotesis 1 arah pihak kanan atau arah positif, Ha diterima jika t 

hitung > t tabel atau sig. < alpha dan arah koefisien positif. 

Sedangkan jika menggunakan hipotesis 1 arah pihak kiri atau arah 

negatif, Ha diterima jika t hitung > t tabel atau sig. < alpha dan arah 

koefisien negatif. Adapun hipotesis 1 arah pihak kanan atau arah 

positif dalam penelitian adalah H1, H2, H3 dan H5, sedangkan 

hipotesis 1 arah pihak kiri atau arah negatif dalam penelitian ini 

adalah H4, H6 dan H7. Menurut Sihabudin et al. (2021: 54), rumus 

menghitung t tabel n-k, dimana n adalah jumlah sampel dan k 

adalah total variabel (variabel independen + variabel dependen). 

  Tabel.IV.9. Hasil Uji t 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 4,031,600 1,339,089 3,010,705 0,0044 

Profitabilitas -6,047,755 6,411,711 -9,432,358 0,0000 

Ukuran Perusahaan -0,139920 0,046647 -2,999,568 0,0046 

Leverage -0,192991 0,047111 -4,096,527 0,0002 

Komisaris Independen 0,197020 0,228567 0,861976 0,3937 

Dewan Direksi 0,242759 0,043118 5,630,083 0,0000 

DPS -0,129933 0,073292 -1,772,804 0,0837 

Transparansi Pajak 0,019914 0,002362 8,429,584 0,0000 

Sumber : Data olahan Eviews tahun 2024 

Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

secara parsial adalah sebagai berikut: 

a. Nilai t hitung variabel Profitabilitas (X1) sebesar 9,432358 > 

nilai t tabel yaitu 1,683 atau nilai Prob. sebesar 0,0000 
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(0,0000/2) < 0,05 dan arah koefisien negatif, maka H1 ditolak, 

artinya profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap 

Penghindaran Pajak. 

b. Nilai t hitung variabel Ukuran Perusahaan (X2) sebesar 

2,999568 > nilai t tabel yaitu 1,683 atau nilai Prob. sebesar 

0,0023 (0,0046/2) < 0,05 dan arah koefisien negatif, maka H2 

ditolak, artinya Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh positif 

terhadap Penghindaran Pajak. 

c. Nilai t hitung variabel Leverage (X3) sebesar 4,096527 > nilai 

t tabel yaitu 1,683 atau nilai Prob. sebesar 0,0001 (0,0002/2) < 

0,05 dan arah koefisien negatif, maka H3 ditolak, artinya 

Leverage tidak berpengaruh positif terhadap Penghindaran 

Pajak. 

d. Nilai t hitung variabel Komisaris Independen (X4) sebesar 

0,861976 < nilai t tabel yaitu 1,683 atau nilai Prob. sebesar 

0,19658 (0,3937/2) > 0,05, maka H4 ditolak, artinya Dewan 

Komisaris Independen tidak berpengaruh negatif terhadap 

Penghindaran Pajak. 

e. Nilai t hitung variabel Dewan Direksi (X5) sebesar 5,630083 > 

nilai t tabel yaitu 1,683 atau nilai Prob. sebesar 0,0000 

(0,0000/2) < 0,05 dan arah koefisien positif, maka H5 diterima, 

artinya Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap 

Penghindaran Pajak. 
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f. Nilai t hitung variabel Dewan Pengawas Syariah (X6) sebesar 

1,772804 > nilai t tabel yaitu 1,683 atau nilai Prob. sebesar 

0,04185 (0,0837/2) < 0,05 dan arah koefisien negatif, maka H6 

diterima, artinya Dewan Pengawas Syariah berpengaruh 

negatif terhadap Penghindaran Pajak. 

g. Nilai t hitung variabel Transparansi Pajak (X7) sebesar 

8,429584 > nilai t tabel yaitu 1,683 atau nilai Prob. sebesar 

0,0000 (0,0000/2) < 0,05 dan arah koefisien positif, maka H7 

ditolak, artinya Transparansi Pajak tidak berpengaruh negatif 

terhadap Penghindaran Pajak. 

4.2.4.2. Hasil Uji F 

Uji Simultan (uji F) adalah uji yang dilakukan untuk 

melihat apakah semua variable independen secara bersama-sama 

berpengaruh atau tidak terhadap variable dependen dengan 

membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel. Kriteria pengambilan 

keputusan (Suyono, 2015: 50) (Nuryadi et al., 2017: 76): 

a. Jika F hitung > F tabel atau Prob. < alpha, maka Ha 

diterima 

b. Jika F hitung < F tabel atau Prob. > alpha, maka H0 

diterima 

Menurut Suyono (2015: 50), rumus mencari F tabel 

dengan derajat bebas pembilang adalah k-1, dan derajat bebas 

penyebut adalah n-k. Dimana k adalah total semua variabel dan 

n adalah jumlah sampel. 

   Tabel. IV. 10. Hasil Uji F dan Uji Kofisien (R
2
) 
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Root MSE 0,844234     R-squared 0,936323 

Mean dependent var 0,763748     Adjusted R-squared 0,925452 

S.D. dependent var 4,614.654     S.E. of regression 0,922931 

Sum squared resid 3,492,384     F-statistic 86,12528 

Durbin-Watson stat 2,135,656     Prob(F-statistic) 0,000000 

Sumber : Data olahan Eviews tahun 2024 

Nilai F hitung sebesar 86,12528 > F tabel 2,243 dan 

nilai Prob. 0,000000 < 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima, 

artinya Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dewan 

Komisaris Independen, Dewan Direksi, Dewan Pengawas 

Syariah dan Transparansi Pajak berpengaruh secara bersama-

sama terhadap Penghindaran Pajak. 

4.2.4.3. Hasil Uji Koefisien (R
2
) 

Berdasarkan tabel IV. 10. dapat terlihat bahwa nilai 

Adjusted R Square sebesar 0.925452 atau 92.5452%. Nilai 

koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel 

independen yang terdiri dari Profitabilitas (X1), Ukuran 

Perusahaan (X2), Leverage (X3), Dewan Komisaris 

Independen (X4), Dewan Direksi (X5), Dewan Pengawas 

Syariah (X6) dan Transparansi Pajak (X7), mampu 

menjelaskan variabel Penghindaran Pajak (Y) sebesar 

92.5452%, sedangkan sisanya yaitu 7.4548% (100 – nilai 

adjusted R Square) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model penelitian ini (Sihabudin et al., 

2021: 65) (Sugiyanto et al., 2022: 33-34). 

4.3.Pembahasan Hasil Penelitian 
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Berdasarkan hasil pengujian atau regresi yang telah dilakukan 

dalam penelitian ini, maka dapat diuraikan sebagai berikut. 

4.3.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak 

Tmuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas 

tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini 

terlihat dari nilai t hitung variabel profitabilitas (X1) sebesar 9,432358 

> nilai t tabel yaitu 1,683 atau nilai Prob. sebesar 0,0000 (0,0000/2) < 

0,05 dan arah koefisien negatif. Sehingga pada penelitian ini 

didapatkan hasil bahwa profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif 

terhadap CETR (penghindaran pajak). Hal tersebut dapat diartikan 

setiap peningkatan variabel profitabilitas (ROA)  maka nilai tarif 

pajak tunai (CETR) akan turun, sehingga terdapat indikasi tindakan 

penghindaran pajak. Adapun hasil dari penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih & Ratna Sari (2013), 

Wiratmoko (2018), Kasim & Saad (2019), Pangaribuan et al. (2019), 

Purba (2019), Prabowo (2020),  Sari & Sornoprawiro (2020), Darsani 

& Sukartha (2021), Sulastri et al. (2022), dan Taufik (2022). 

Adapun hubungan dari hasil penelitian ini adalah apabila 

keuntungan perusahaan semakin tinggi, maka akan diikuti dengan 

jumlah pajak yang harus dibayar. Pada laba yang tinggi tersebut, suatu 

perusahaan cenderung mempertimbangkan untuk melakukan 

pembayaran pajak dalam jumlah yang tinggi, sehingga akan memicu 

adanya perilaku penghindaran pajak oleh perusahaan. Persoalan lain 

yang dapat mendasari penghindaran pajak ketika profitabilitas naik 
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ialah teori keagenan, yaitu ketika pajak yang dibayarkan lebih tinggi, 

maka akan mengurangi jumlah laba bersih yang diperoleh perusahaan, 

dan menimbulkan tekanan pada manajemen perusahaan sebagai 

pertanggungjawabnya kepada pemegang saham dalam mengelola 

perusahaan. 

4.3.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran Pajak 

Hasil penelitian menunjukkan ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh positif terhadap penghindraan pajak, sehingga H2 tidak 

didukung. Hal ini terlihat dari nilai t hitung variabel ukuran 

perusahaan (X2) sebesar 2,999568 > nilai t tabel yaitu 1,683 atau nilai 

Prob. sebesar 0,0023 (0,0046/2) < 0,05 dan arah koefisien negatif. 

Nilai koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan 

bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

variabel rasio CETR. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel 

ukuran perusahaan dapat menurunkan variabel CETR sebagai rasio 

pembayaran pajak perusahaan akan mengalami penurunan, yang 

bermakna terjadi tindakan penghindaran pajak. Sebaliknya, jika 

ukuran perusahaan semakin kecil maka nilai CETR akan semakin 

tinggi yang berarti kemampuan perusahaan dalam membayar pajak 

secara tunai semakin tinggi. Hal ini menunjukkan tidak adanya 

indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak. Semakin besar 

ukuran perusahaan maka akan semakin banyak pula transaksi yang 

dilakukan sehingga akan menimbulkan celah bagi perusahaan untuk 
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melakukan penghindaran pajak dengan cara bertransaksi pada 

perusahaan yang memiliki tax haven sehingga perusahaan tidak perlu 

membayar pajak (Wiratmoko, 2018). Adapun hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih & Ratna Sari 

(2013), Wiratmoko (2018), dan Hidayat & Zuhroh (2023).   

4.3.3 Pengartuh Leverage terhadap Penghindaran Pajak 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa leverage tidak pengaruh 

positif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini terlihat dari nilai t 

hitung variabel Leverage (X3) sebesar 4,096527 > nilai t tabel yaitu 

1,683 atau nilai Prob. sebesar 0,0001 (0,0002/2) < 0,05 dan arah 

koefisien negatif, sehingga hasil menyatakan sebaliknya bahwa 

leverage berpengaruh negatif terhadap rasio CETR . Hal tersebut 

memiliki arti bahwa setiap peningkatan variabel leverage dapat 

menurunkan persentase tarif pajak tunai yang dibayarkan tunai 

perusahan, sehingga mengindikasikan sedang terjadi penghindaran 

pajak.  

Hal tersebut terjadi disebabkan adanya peningkatan utang 

perusahaan maka akan meningkatkan kewajiban pembayaran bunga 

perusahaan sehingga akan menurunkan laba sebelum pajak. Jika laba 

sebelum pajak menurun maka kewajiban pembayaran pajak 

perusahaan akan berkurang. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh  Kasim & Saad (2019), Ernawati et al. 

(2019), Ichsani & Susanti (2019), serta Duhoon & Singh (2023). 
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4.3.4 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran 

Pajak 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Komisaris Independen 

tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini terlihat dari 

nilai t hitung variable komisaris independen (X4) sebesar 0,861976 < 

nilai t tabel yaitu 1,683 atau nilai Prob. sebesar 0,19658 (0,3937/2) > 

0,05. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian  Kurniasih & Ratna Sari 

(2013), Cahyono et al., (2016), Purba (2019) dan Lestari & Ovami 

(2020), yang  menyatakan proporsi komisaris independen tidak 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak (CETR). Penelitian Lestari 

& Ovami (2020)  menjelaskan bahwa tugas dewan komisaris 

independen hanya mengontrol dan menasehati kegiatan yang 

dilakukan oleh pihak manajemen sedangkan yang mengelola dan 

menjalankan aktivitas bisnis perusahaan secara langsung adalah pihak 

manajemen.   

Hal ini berarti penurunan maupun kenaikan jumlah komisaris 

independen dalam perbankan syariah tidak berpengaruh pada perilaku 

penghindaran pajak. Selain itu, sebagai perusahaan yang menganut 

atas etika syariah, tentunya perbankan syariah akan tetap 

melaksanakan ketentuan yang berlaku seperti pemenuhan kewajiban 

pajak dengan ada tidaknya pihak independen. 

4.3.5 Pengaruh Dewan Direksi terhadap Penghindaran Pajak 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi 

berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini 
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terlihat dari nilai t hitung variabel dewan direksi (X5) sebesar 

5,630083 > nilai t tabel yaitu 1,683 atau nilai Prob. sebesar 0,0000 

(0,0000/2) < 0,05 dan arah koefisien positif, Penelitian ini 

menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan jumlah dewan direksi, 

akan diiringi dengan meningkatnya rasio CETR, yang berarti 

perusahaan tidak terindikasi melakukan penghindaran pajak. 

Penelitian ini menyatakan bahwa dengan adanya jumlah dewan 

direksi yang lebih besar, maka akan menciptakan kondusifitas pada 

bank syariah, yaitu selain meningkatnya kinerja bank syariah, juga 

berbanding lurus dengan ketaatan pada pembayaran pajak perusahaan. 

Hal tersebut dapat berdampak pada kepercayaan pemegang saham 

kepada pihak menajemen perusahaan, sehingga terjaganya hubungan 

agen dan prinsipal.  Hasil menunjukkan bahwa hipotesis dalam 

penelitian ini yang menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh 

positif terhadap penghindaran pajak (H5), didukung. Hasil yang sama 

juga ditunjukkan oleh penelitian  Alkurdi & Mardini (2020) pada bank 

syariah di Yordania.  

4.3.6 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah  terhadap Penghindaran 

Pajak 

Hasil penelitian menunjukkan dewan pengawas syariah 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan 

syariah sampel. Hasil ini terlihat dari Nilai t hitung variabel dewan 

pengawas syariah (X6) sebesar 1,772804 > nilai t tabel yaitu 1,683 

atau nilai Prob. sebesar 0,04185 (0,0837/2) < 0,05 dan arah koefisien 



63 

 

 

 

negatif, maka H6 diterima, artinya variabel Dewan Pengawas Syariah 

berpengaruh negatif terhadap CETR. Hal tersebut berarti dengan 

adanya kenaikan jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) maka rasio 

tarif pajak tunai perusahaan akan menurun, yang mengindikasikan 

adanya penghindaran pajak.  

Hal tersebut dapat disebabkan dengan jumlah Dewan Pengawas 

Syariah yang lebih banyak, maka akan memberikan kompleksifitas 

dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal perpajakan. 

Azizah & NR (2020) menyatakan bahwa jumlah dewan pengawas 

syariah yang banyak mengakibatkan kurang efektifnya pengawasan 

yang dilakukan pada bank umum syariah, hal ini sebabkan karena jika 

semakin besar jumlah dewan pengawas syariah maka akan 

memungkinkan terdapat perdebatan yang tidak perlu, serta akan ada 

kemungkinan terjadi penundaan dalam proses pembuatan keputusan. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan (Taufik, 2022), yang 

menyatakan Jumlah DPS berpengaruh positif terhadap ETR (tarif 

pajak efektif) perusahaan. Hamza (2016) menyatakan DPS yang lebih 

besar dengan berbagai pengalaman dan keterampilan akan 

menghasilkan interpretasi penilaian produk dan operasi yang lebih 

baik, sehingga menghasilkan kinerja yang lebih baik.  

4.3.7 Pengaruh Transparansi Pajak terhadap Penghindaran Pajak 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa transparansi pajak tidak 

pengaruh negatif, melainkan berpengaruh positif terhadap 

penghindaran pajak. Nilai t hitung variabel Transparansi Pajak (X7) 
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sebesar 8,429584 > nilai t tabel yaitu 1,683 atau nilai Prob. sebesar 

0,0000 (0,0000/2) < 0,05 dan arah koefisien positif. Koefisien positif 

artinya bahwa transparansi pajak berpengaruh positif terhadap rasio 

CETR (pembayaran pajak tunai). Penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian (Stiglingh et al., 2020), dan (Hope et al., 2013). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih 

transparan dalam urusan pengunkapan pajaknya mempunyai tarif 

pajak efektif yang lebih tinggi dan tarif pajak efektif tunai. Tarif 

pajak efektif tunai yang lebih tinggi dianggap sebagai indikasi 

berkurangnya penghindaran pajak, atau dengan kata lain, 

transparansi pajak berhubungan negatif dengan praktik penghindaran 

pajak.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji profitabilitas, ukuran perusahaan, 

leverage, Komisaris Independen, Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan 

transparansi pajak terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sampel, yaitu 

Bank Umum Syariah di Indonesia, dengan periode penelitian tahun 2014-2020. 

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Hasil Penelitian menunjukkan profitabilitas tidak berpengaruh positif 

terhadap penghindaran pajak, sehingga H1 tidak didukung. Hasil ini 

terlihat dari nilai t hitung variabel profitabilitas (X1) sebesar 9.432358 

> nilai t tabel yaitu 1,683 atau nilai Prob. sebesar 0.0000 (0.0000/2) < 

0,05 dan arah koefisien negatif. Pada penelitian ini didapatkan hasil 

bahwa profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif terhadap CETR 

(penghindaran pajak). Hal tersebut dapat diartikan setiap peningkatan 

variabel profitabilitas (ROA)  maka nilai tarif pajak tunai (CETR) akan 

turun, sehingga terdapat indikasi tindakan penghindaran pajak. Adapun 

hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kurniasih & Ratna Sari (2013), Wiratmoko (2018), Kasim & Saad 

(2019), Pangaribuan et al. (2019), Purba (2019), Prabowo (2020),  Sari 

& Sornoprawiro (2020), Darsani & Sukartha (2021), Sulastri et al. 

(2022), dan Taufik (2022). 
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2. Hasil penelitian menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

positif terhadap penghindraan pajak, sehingga H2 tidak didukung. Hal 

ini terlihat dari nilai t hitung variabel ukuran perusahaan (X2) sebesar 

2.999568 > nilai t tabel yaitu 1,683 atau nilai Prob. sebesar 0.0023 

(0.0046/2) < 0,05 dan arah koefisien negatif. Nilai koefisien regresi 

yang bernilai negatif menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap variabel rasio CETR. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel ukuran perusahaan 

dapat menurunkan variabel CETR sebagai rasio pembayaran pajak 

perusahaan akan mengalami penurunan, yang bermakna terjadi tindakan 

penghindaran pajak, dan sebaliknya. Adapun hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih & Ratna Sari (2013), 

Wiratmoko (2018), dan Hidayat & Zuhroh (2023).  

3. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa leverage tidak pengaruh positif 

terhadap penghindaran pajak, sehingga H3 tidak didukung. Hasil ini 

terlihat dari nilai t hitung variabel Leverage (X3) sebesar 4.096527 > 

nilai t tabel yaitu 1,683 atau nilai Prob. sebesar 0.0001 (0.0002/2) < 

0,05 dan arah koefisien negatif, sehingga hasil menyatakan sebaliknya 

bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap rasio CETR . Hal tersebut 

memiliki arti bahwa setiap peningkatan variabel leverage dapat 

menurunkan persentase tarif pajak tunai yang dibayarkan tunai 

perusahan, sehingga mengindikasikan sedang terjadi penghindaran 

pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
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oleh  Kasim & Saad (2019), Ernawati et al. (2019), Ichsani & Susanti 

(2019), serta Duhoon & Singh (2023). 

4. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Komisaris Independen tidak 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga H4 tidak didukung. 

Hasil ini terlihat dari nilai t hitung variable komisaris independen (X4) 

sebesar 0.861976 < nilai t tabel yaitu 1,683 atau nilai Prob. sebesar 

0.19658 (0.3937/2) > 0,05. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian  

Kurniasih & Ratna Sari (2013), Cahyono et al., (2016), Purba (2019) 

dan Lestari & Ovami (2020), yang  menyatakan proporsi komisaris 

independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (CETR). 

5. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh positif 

terhadap penghindaran pajak, sehingga H5 didukung. Hasil ini terlihat 

dari nilai t hitung variabel Dewan Direksi (X5) sebesar 5.630083 > nilai 

t tabel yaitu 1,683 atau nilai Prob. sebesar 0.0000 (0.0000/2) < 0,05 dan 

arah koefisien positif, Penelitian ini menunjukkan bahwa apabila terjadi 

kenaikan jumlah dewan direksi, akan diiringi dengan meningkatnya 

rasio CETR, yang berarti perusahaan tidak terindikasi melakukan 

penghindaran pajak Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian  

Alkurdi & Mardini (2020) pada bank syariah di Yordania.  

6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan 

syariah sampel. Hasil ini terlihat dari Nilai t hitung variabel Dewan 

Pengawas Syariah (X6) sebesar 1.772804 > nilai t tabel yaitu 1,683 atau 

nilai Prob. sebesar 0.04185 (0.0837/2) < 0,05 dan arah koefisien 
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negatif, maka H6 diterima, artinya variabel Dewan Pengawas Syariah 

berpengaruh negatif terhadap CETR. Hasil penelitian ini didukung oleh 

hasil penelitian (Azizah & NR, 2020). 

7. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa transparansi pajak tidak pengaruh 

negatif terhadap penghindaran pajak, sehingga H7 tidak didukung. Nilai 

t hitung variabel Transparansi Pajak (X7) sebesar 8.429584 > nilai t 

tabel yaitu 1,683 atau nilai Prob. sebesar 0.0000 (0.0000/2) < 0,05 dan 

arah koefisien positif. Koefisien positif artinya bahwa transparansi 

pajak berpengaruh positif terhadap rasio CETR (pembayaran pajak 

tunai). Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Stiglingh et al., 

2020), dan (Hope et al., 2013). 

5.2. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, 

maka terdapat beberapa hal yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan 

bagi pihak-pihak yang terkait, di antaranya sebagai berikut: 

1) Bagi Perusahaan Perbankan Syariah  

Pada hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa ada beberapa 

faktor yang memberikan pengaruh terhadap adanya praktik penghindaran 

pajak di perbankan syariah, yaitu  profilabilitas, ukuran perusahaan yang 

diukur dengan aset, leverage atau utang perusahaan yang berelasi positif 

dengan adanya penghidaran pajak. Hal tersebut memberikan impikasi 

perlu adanya evaluasi maupun penguatan pengelolaan perusahaan agar 

menjauhi dari perilaku yang bertentangan dengan etika perbankan syariah, 

dan  menjunjung tinggi ketaatan pada prinsip syariah, maupun regulasi 
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perpajakan yang berlaku. Selain itu, jumlah Dewan Pengawas Syariah 

yang berhubungan positif dengan adanya penghindaran pajak, maka dapat 

dilakukan penilaian kembali mengenai efektifitas kinerja DPS, sesuai 

dengan kondisi perbankann syariah. 

2) Bagi Pemerintah 

Penelitian ini memberikan temuan bahwa pengaruh transparansi 

memberikan hubungan yang negatif terhadap praktik penghindaran pajak. 

Hal tersebut dapat menajdikan pertimbangan bagi pemerintah dalam 

menggulirkan regulasi terkait transparansi pajak yang lebih representatif, 

tidak hanya pada perusahaan multinasional, namun juga pada perusahaan 

nasional, sehingga harapannya penerimaan pajak dapat lebih optimal, 

karena penghindaran pajak dapat diminimalkan. 

3) Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi para peneliti selanjutnya, melalui penelitian ini yang 

menunjukkan bahwa ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi 

penghindaran pajak baik secara positif maupun negatif, diharapkan dapat 

menambah referensi dan dapat dikembangkan kembali pada penelitian 

selanjutnya. 

5.3. Keterbatasan dan Saran 

Penelitian ini menggunakan komponen karakteristik dan tata kelola 

perusahaan perbankan syariah, untuk melihat pengaruhnya terhadap 

penghindaran pajak. Pada komponen karakteristik, penelitian ini hanya 

menggunakan tiga variabel, yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, dan 

leverage, sehingga untuk pertimbangan penelitian selanjutnya lain dapat 
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ditambahkan seperti struktur kepemilikan, dan umur perusahaan. Pada 

komponen tata kelola, variabel komisaris independent, dewan direksi, dan 

dewan pengawas syariah diproksikan dengan jumlah atau ukuran dewan, 

namun dapat perdalam dengan bagaimana karakteristik dewan seperti latar 

belakang pendidikan, atau kompososi gender. 

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dewan pengawas syariah 

memiliki hubungan yang positif terhadap penghindaran pajak, namun pada 

literatur yang ditemui peneliti lebih banyak yang menyatakan semakin besar 

ukuran dewan pengawas syariah maka penghindaran pajak akan menurun, 

sehingga peneliti selanjutnya dapat mengkaji kembali temuan ini. Penelitian 

tentang transparansi pajak yang berkaitan dengan penghindaran pajak masih 

minim ditemui, sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan 

kembali penelitian serupa dengan mempertimbankan sampel lintas negara. 
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Lampiran 

 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

Mean 0.678176 0.007892 30.61711 1.960093 0.655782 4.510204 2.346939 42.08163 

Maximum 4.906253 0.026300 34.57675 6.161079 1.000000 7.000000 3.000000 62.00000 

Minimum 0.000000 0.000200 24.92709 0.357604 0.250000 3.000000 2.000000 11.00000 

Std. Dev. 1.046038 0.006140 1.549478 1.211325 0.173890 1.226826 0.480929 15.25183 

Observations 49 49 49 49 49 49 49 49 

 

Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests  

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 0.814854 (6,35) 0.5657 

Cross-section Chi-square 6.407027 6 0.3792 

     
      

Hasil Uji Lagrage Multiplier (LM) 

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects 

Null hypotheses: No effects  

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided 

        (all others) alternatives 

    
     Test Hypothesis 

 Cross-section Time Both 

    
    Breusch-Pagan  1.188499  0.982222  2.170722 

 (0.2756) (0.3217) (0.1407) 

    

Honda -1.090183  0.991071 -0.070083 

 (0.8622) (0.1608) (0.5279) 

    

King-Wu -1.090183  0.991071 -0.070083 

 (0.8622) (0.1608) (0.5279) 

    

Standardized Honda -0.209082  1.251114 -2.674824 

 (0.5828) (0.1054) (0.9963) 

    

Standardized King-Wu -0.209082  1.251114 -2.674824 

 (0.5828) (0.1054) (0.9963) 

    

Gourieroux, et al. -- --  0.982222 

   (0.3138) 

    
    

 

 



 

 

VII 

 

Hasil Uji Normalitas 
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Series: Standardized Residuals

Sample 2014 2020

Observations 49

Mean      -1.10e-15

Median  -0.145904

Maximum  3.278333

Minimum -1.339378

Std. Dev.   0.856911

Skewness   2.220432

Kurtosis   9.406297

Jarque-Bera  124.0556

Probability  0.000000


 

 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

        
        X1  1.000000  0.033334 -0.124977  0.188274 -0.247793 -0.105553  0.046058 

X2  0.033334  1.000000  0.716621 -0.247015  0.676573  0.352493  0.515375 

X3 -0.124977  0.716621  1.000000 -0.230011  0.672296  0.315528  0.634282 

X4  0.188274 -0.247015 -0.230011  1.000000 -0.365680  0.079311 -0.125473 

X5 -0.247793  0.676573  0.672296 -0.365680  1.000000  0.541176  0.567792 

X6 -0.105553  0.352493  0.315528  0.079311  0.541176  1.000000  0.305645 

X7  0.046058  0.515375  0.634282 -0.125473  0.567792  0.305645  1.000000 

 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Dependent Variable: ABS(RESID)  

Method: Panel Least Squares  

Date: 03/15/24   Time: 17:50  

Sample: 2014 2020   

Periods included: 7   

Cross-sections included: 7   

Total panel (balanced) observations: 49  

     
          

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.770303 2.657321 -0.289880 0.7734 

X1 -37.34304 16.61037 -2.248176 0.0300 

X2 0.026678 0.095597 0.279066 0.7816 

X3 -0.287238 0.126978 -2.262111 0.0291 

X4 0.507592 0.610240 0.831791 0.4103 

X5 0.280250 0.140637 1.992709 0.0530 

X6 -0.226288 0.242654 -0.932554 0.3565 

X7 0.006149 0.008257 0.744723 0.4607 

     
     

 

 



 

 

VIII 

 

Hasil Uji Autokorelasi 

  
  Root MSE 0.848122 

Mean dependent var 0.678176 

S.D. dependent var 1.046038 

Akaike info criterion 2.834946 

Schwarz criterion 3.143814 

Hannan-Quinn criter. 2.952130 

Durbin-Watson stat 2.617600 

  
  

 

Model CEM dengan pendekatan cross-section SUR 

Dependent Variable: Y   

Method: Panel EGLS (Cross-section SUR)  

Date: 03/15/24   Time: 17:59  

Sample: 2014 2020   

Periods included: 7   

Cross-sections included: 7   

Total panel (balanced) observations: 49  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

     
     

Variable 

Coefficien

t Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 4.031600 1.339089 3.010705 0.0044 

X1 -60.47755 6.411711 -9.432358 0.0000 

X2 -0.139920 0.046647 -2.999568 0.0046 

X3 -0.192991 0.047111 -4.096527 0.0002 

X4 0.197020 0.228567 0.861976 0.3937 

X5 0.242759 0.043118 5.630083 0.0000 

X6 -0.129933 0.073292 -1.772804 0.0837 

X7 0.019914 0.002362 8.429584 0.0000 

     
      Weighted Statistics   

     
     Root MSE 0.844234     R-squared 0.936323 

Mean dependent var 0.763748     Adjusted R-squared 0.925452 

S.D. dependent var 4.614654     S.E. of regression 0.922931 

Sum squared resid 34.92384     F-statistic 86.12528 

Durbin-Watson stat 2.135656     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.306603     Mean dependent var 0.678176 

Sum squared resid 36.41820     Durbin-Watson stat 2.504033 

     
     Persamaan Regresi Data Panel 

Yit = 4,031600 – 60,47755*X1it – 0,139920*X2it – 0,192991*X3it + 

0,197020*X4it + 0,242759*X5it – 0,1299337*X6it + 0,019914*X7it + e 

 



 

 

IX 

 

Hasil Uji t 

     
     

Variable 

Coefficien

t Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 4.031600 1.339089 3.010705 0.0044 

X1 -60.47755 6.411711 -9.432358 0.0000 

X2 -0.139920 0.046647 -2.999568 0.0046 

X3 -0.192991 0.047111 -4.096527 0.0002 

X4 0.197020 0.228567 0.861976 0.3937 

X5 0.242759 0.043118 5.630083 0.0000 

X6 -0.129933 0.073292 -1.772804 0.0837 

X7 0.019914 0.002362 8.429584 0.0000 

     
      

Hasil Uji F 

     
     Root MSE 0.844234     R-squared 0.936323 

Mean dependent var 0.763748     Adjusted R-squared 0.925452 

S.D. dependent var 4.614654     S.E. of regression 0.922931 

Sum squared resid 34.92384     F-statistic 86.12528 

Durbin-Watson stat 2.135656     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
      

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

     
     Root MSE 0.844234     R-squared 0.936323 

Mean dependent var 0.763748     Adjusted R-squared 0.925452 

S.D. dependent var 4.614654     S.E. of regression 0.922931 

Sum squared resid 34.92384     F-statistic 86.12528 

Durbin-Watson stat 2.135656     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
      


